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 Whatever you can do or wish to do, do it! The courage have the power, miracles and genius in 
it. (Goethe) 
 If you can dream it, you can do it. (Walt Disney) 
 No legacy as so rich as honesty. (William Shakespare) 
 Kesuksesan adalah semata-mata keberuntungan, tanyakanlah pada kegagalan. 
(Earl Wilson) 
 Jangan pastikan masa depan tapi bekerjalah dengan pasti, karena masa depan 
bukanlah sesuatu yang pasti, justru yang pasti adalah ketidakpastian itu 
sendiri. (Kunto Wibisono) 
 Kebingungan adalah awal dari pengetahuan. (Khahlil Gibran) 
 Satu-satunya tempat kata “berhasil” sebelum kata “kerja keras” adalah dalam 
kamus. (Ron Heron dan Val J. Petter) 
 Kegagalan adalah jalan memutar sementara bukan jalan buntu. (Ron Heron 
dan Val J. Petter) 
 Improvement (Perbaikan Diri) dimulai dari I (aku). (Ron Heron dan Val J. 
Petter) 
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A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Karanganyar  
Sejarah Kabupaten Karanganyar dimulai tahun 1847 pada masa 
pemerintahan kolonial Belanda dan penjajahan Jepang, dimana Karanganyar 
pada saat itu merupakan satu wilayah Kawedanan dari Kadipaten 
Mangkunegaran di samping Kawedanan Wonogiri dan Malangjiwan. Masing-
masing dipimpin oleh seorang Bupati Anom atau Wedana Gunung, dibantu 
oleh Panewu Gunung yang membawahi pemerintahan Kapanewon 
(Kecamatan). Panewu Gunung dibantu oleh Mantri Gunung melakukan 
koordinasi pemerintahan desa. Pada tahun 1903 dibentuk Kabupaten Anom 
Kota Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanareja, 
Kaliyoso, dan Colomadu. Reorganisasi wilayah Kadipaten Mangkunegaran 
dilakukan dengan Kaputusan Sri Mangkunegara VII tentang pembentukan 
Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 Nopember 
1917 KGPAA Mangkunegara VII di Kabupaten Karanganyar melantik KRT 
Hardjohasmoro sebagai Bupati Karanganyar. 
Sekarang Kabupaten Karanganyar adalah sebuah kabupaten di 
Provinsi Jawa Tengah yang terletak disebelah tenggara. Ibukotanya adalah 
Karanganyar, sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta yang berada di jalur 
wisata Solo-Tawangmangu-Sarangan-Magetan-Madiun yang berbatasan 
dengan : 
a. Utara : Kabupaten Sragen 
b. Timur : Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa Timur). 
c. Selatan : Kabupaten Wonogiri. 
d. Barat : Kabupaten Boyolali, Surakarta, dan Kabupaten Boyolali. 
2. Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar 
Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, Kabupaten Karanganyar 
mempunyai visi. Visi dari Kabupaten Karanganyar yaitu adalah menjadi 
daerah yang maju, adil, makmur, berketahanan dan mandiri, dalam suasana 
tentram, dengan industri, pertanian dan pariwisata yang handal, didukung oleh 
masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, berbudi luhur, demokratis, bersatu 
padu serta berkepribadian bangsa. Sedangkan visi khusus untuk pembangunan 
Kabupaten Karanganyar tahun 2008-2013 adalah mewujudkan Karanganyar 
yang Tenteram, Demokratis dan Sejahtera. Selain visi, pelaksanaan 
pemerintahan di Kabupaten Karanganyar juga didukung dengan misi. Misi 
dari Kabupaten Karanganya adalah: 
a. Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah industri, baik industri 
menengah maupun industri kecil yang maju. 
b. Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah pertanian yang 
berwawasan agrobisnis dan agroindustri dengan mengembangkan produk 
unggulan yang kompetitif. 
c. Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah tujuan wisata utama 
di Jawa Tengah yang menarik wisman dan wisnus. 
d. Menjadikan Kabupaten Karangayar sebagai pusat Pendidikan dan 
Pengembangan SDM yang menguasai Iptek, berjiwa Imtaq, 
berkepribadian bangsa dan berwawasan kedepan. 
e. Menjadikan masyarakat Kabupaten Karanganyar sejahtera lahir dan batin. 
f. Mengembangkan sistem informasi yang selalu disesuaikan dengan 
perkembangan sarana telekomunikasi dan komunikasi sebagai media 
promosi yang efektif bagi potensi dan perkembangan daerah Kabupaten 
Karanganyar. 
g. Meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN). 
3. Keadaan Geografis Kabupaten Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar terletak pada 110040’ – 110070’ BT, 7028’ – 
7070’ BT. Beriklim tropis dengan suhu 200C-310C. Di Bagian barat 
Kabupaten Karanganyar merupakan dataran rendah, yakni lembah Bengawan 
Solo yang mengalir menuju ke utara. Bagian timur berupa pegunungan, yaitu 
bagian dari gunung Lawu. Sebagian besar daerah di pegunungan masih 
tertutup hutan.  
Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan, yang dibagi lagi 
atas 162 desa, 15 kelurahan, 1.091 Dusun, 2.313 Dukuh, 1.871 RW, dan 6.130 
RT. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Karanganyar. Salah satu 
kecamatannya adalah termasuk kecamatan exclave yang terletak diantara 
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. 
4. Keadaan Sosial Ekonomi Kabupaten Karanganyar 
Pada tahun 2005 di Kabupaten Karanganyar terdapat industri besar 
(tenaga kerja >= 100 orang) sebanyak 71 unit dan industri sedang (tenaga 
kerja = 21 - 99 orang) sebanyak 67 unit. Dari 138 industri B/S tersebut 
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 43.434 orang. Indusri B/S yang 
paling banyak adalah produk teksti/bahan dari tekstill yaitu 52 unit (37,68%), 
industri makanan/bahan makanan 30 unit (21,73%) dan industri plastik/kimia 
16 unit (11,59%).  
Menurut data dari Dinas Perindag, Pendal dan Koperasi Kabupaten 
Karanganyar pada tahun 2005 banyaknya industri formal mencapai 738 
perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 29.790 orang. Sedangkan 
industri non formal (sentra industri dan non sentra industri) sebanyak 24.967 
usaha dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 31.630 orang. 
Guna menunjang laju perekonomian di Kabupaten Karanganyar pada 
tahun 2005 terdapat pasar 50 buah, toko/kios/warung 9.067 buah, KUD 17 
buah dan koperasi simpan pinjam 736 buah. Dibandingkan tahun 2004, 
khususnya toko/kios/warung dan koperasi simpan pinjam, jumlahnya 
mengalami kenaikan. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, 
sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, fungsi dan perannya 
semakin besar. Pada tahun 2005 di Kabupaten Karanganyar terdapat koperasi 
sebanyak 753 buah dengan jumlah anggota mencapai 123.632 orang. Jenis 
koperasi terbanyak berasal dari golongan masyarakat (KKT dan KSU) yaitu 
552 buah, KUD 17 buah, koperasi fungsional 75 buah dan koperasi karyawan 
85 buah. 
5. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 
perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 
yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab terhadap Bupati melalui Sekretaris Daerah. tugas dari 
Dinas tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 
pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil 
dan menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.  
6. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 
Karanganyar 
Dasar Hukum pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
adalah : 
a. UU Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. 
b. UU Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389). 
c. UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 
d. UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438). 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pedoman, 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737). 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741). 
h. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. 
i. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 
j. Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Nomor 7). 
k. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2). 
7. Visi dan Misi  
a. Visi 
 Terwujudnya Kabupaten Karanganyar sebagai daerah industri, niaga yang 
tangguh dengan ditunjang peningkatan koperasi dan usaha mikro, kecil 
dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama menuju kemandirian 
Ekonomi Daerah. 
b. Misi 
Adapun misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar sebagai 
berikut : 
1) Menumbuhkembangkan perekonomian daerah yang bertumpu pada 
potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor industri, 
perdagangan, koperasi, dan usaha mikro , kecil dan menengahyang 
dapat meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, 
pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan. 
2) Meningkatkan akses teknologi dan pembangunan , produksi, 
perdagangan, permodalan dengan perkutan sarana produksi, promosi, 
kerjasama kemitraan, studi banding dan temu usaha. 
3) Terjalinnya distribusi baarang barang jasa untuk kebutuhan 
masyarakat masyarakat, tertib niaga dan perlindungan konsumen serta 
penungkatan ekspor non migas daerah. 
4) Meningkatkan peran koperaasi dan UMKM melalui pembinaan atau 
bimbingan serta perkuatan modal. 
5) Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pasar secara 
professional dan berwawasan lingkungan serta menrapkan penataan 
pasar yang tertib, bersih, dan aman. 
8. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
Fungsi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
adalah : 
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 
bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha 
mikro, kecil dan menengah, dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan; 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum 
di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan 
menengah yang meliputi perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha 
mikro, kecil dan menengah, dan pengelolaan pasar serta kesekretariatan; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, 
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi perindustrian, 
perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah, dan 
pengelolaan pasar serta kesekretariatan; 
d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkup Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
9. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar, 
maka susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar terdiri dari : 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, membawahkan : 
1) Sub Bagian Perencanaan; 
2) Sub Bagian Keuangan; 
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
c. Bidang Perindustrian, membawahkan : 
1) Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan; 
2) Seksi Industri Kimia, Logam dan Aneka Industri. 
d. Bidang Perdagangan, membawahkan : 
1) Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen; 
2) Seksi Pendaftaran Perusahaan, Promosi, Distribusi, Ekspor, dan 
Impor. 
e. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan : 
1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah; 
2) Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk. 
f. Bidang Pengelolaan Pasar 
1) Seksi Penataan Pasar; 
2) Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar; 
3) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar. 
g. Unit Pelaksanaan Teknis. 
h. Kelompok Jabatan Fungsional 
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kemudian masing-masing bidang di 
pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh 
seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekertaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang 
bersangkutan. Gambaran dari susunan organisasi Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 
Karanganyar adalah sebagai berikut : 
  
 
Gambar 3.1 Bagan susunan organisasi Disperindakop & UMKM 
Sumber : Lampiran IX Perda No.2 Tahun 2009 
 
10. Deskripsi Jabatan 
1) Kepala Dinas : 
Bertugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah di Bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas 
pembantuan. 
2) Sekretaris : 
Bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, 
keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan dinas. 
3) Kepala SubBagian Perencanaan 
Bertugas membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Dinas. 
4) Kepala Sub Bagian Keuangan 
Bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi 
keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas. 
5) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian 
Bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan 
administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, 
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi 
kepegawaian dinas. 
6) Kepala Bidang Perindustrian 
Bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasi, membina dan mengendalikankegiatan di bidang 
perindustrian. 
7) Kepala Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan 
Bertugas membantu Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan 
penyiapan bahan peerumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 
pengendalian kegiatan Seksi Industri agro dan hasil hutan. 
8) Kepala Seksi Industri Kimia Logam dan Aneka Industri 
Bertugas membantu Kepala Bidanng Perindustrian dalam melaksanakan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 
pengendalian kegiatan Seksi industry kimia logan dan aneka industri. 
9) Kepala Bidang Perdagangan 
Bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan bahan kebijakan, 
mengkoordinasikan, mebina dan menegndalikan kegiatan di Bidang 
Perdagangan. 
10) Kepala Seksi Bimbingan Usaha Perdaganngan dan Perlindungan 
Konsumen 
Bertugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan 
persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 
pengendalian kegiatan Seksi Bimbingan Usaha Perdagangan dan 
Perlindungan Konsumen. 
11) Kepala Seksi Pendaftaran, Promosi, Distribusi, Ekspor dan Impor 
Bertugas membantu Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan 
persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan 
pengendalian kegiatan Seksi Pendaftaran, Promosi, Distribusi, Ekspor dan 
Impor. 
12) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(UMKM) 
Bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 
13) Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah 
Bertugas membantu Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, dan pengembalian kegiatan Seksi Kelembagaan 
dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 
14) Kepala Seksi Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk 
Bertugas membantu KEpala Bidang Koperasi dan Usaha Mokro, Kecil 
dan Menengah dalam melaksanakan penyiapan bahan perummusan 
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi 
Permodalan, Kemitrausahaan dan Pemasaran Produk. 
15) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 
Bertugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, 
mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang 
pengelolaan pasar. 
16) Kepala Seksi Penataan Pasar 
Bertugas membantu Kepala Bidang Pasar dalam melaksanakan penyiapan 
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian 
kegiatan Seksi Penataan Pasar. 
17) Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Pasar 
Bertugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 
pembinaan, dan pengendalian kegiatan Seksi keamanan dan ketertiban 
pasar. 
18) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar 
Bertugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dalam 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 
pembinaan dan pengendalian kegiatan Kepala Seksi Pemeliharaan dan 
Pengembangan Pasar. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Penggunaan anggaran negara dalam pengadaan barang dan jasa adalah hal 
yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sistem pengadaan barang dan jasa pada 
lembaga pemerintah mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Apabila 
peraturan tersebut tidak ditaati, maka pemerintah melalui BPK atau BPKP berhak 
memberikan sanksi. Untuk mengetahui sistem akuntansi pengadaan barang dan 
jasa pada lembaga pemerintah dan perlakuan sistem akuntansi pembelian sesuai 
dengan standar sistem akuntansi yang telah ditetapkan maka penulis meneliti 
sistem akuntansi pengadaan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten 
Karanganyar dan menganalisis sistem tersebut dengan menggunakan bagan alir 
dokumen (flowchart). 
Dikalangan organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat 
daerah menyadari perlunya penyelesaian tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan dengan cepat, berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu faktor 
penunjang kelancaran operasional suatu dinas pemerintahan adalah penggunaan 
alat tulis kantor (ATK), untuk itu diperlukan suatu sistem pembelian alat tulis 
kantor yang efektif dan efisien. 
Pengadaan alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, tinta, pita mesin tik, 
kertas blangko pemulir, karbon, berkas, jepitan kertas dan pendukung lainnya 
diperlukan demi kelancaran aktivitas pemerintahan. Pemerintah mengatur setiap 
pengadaan barang/jasa dalam Keppres nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman 
pengadaan barang dan jasa dan untuk pencairan dananya, pemerintah membuat 
Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan 
daerah. Pemerintah daerah kabupaten Karanganyar menggunakan Keppres nomor 
80 tahun 2003 sebagai pedoman untuk pengadaan barang/jasa dan menggunakan 
Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2007 tentang pedoman penatausahaan 
pelaksanaan APBD kab. Karanganyar yang mengacu pada Permendagri nomor 13 
tahun 2006 dan Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas 
Permendagri nomor 13 tahun 2006. 
Sesuai dalam Keppres no 80 tahun 2003 pasal 17 paragraf pertama tentang 
metode pemilihan penyedia barang dan jasa pemborongan/jasa lainnya. Pemilihan 
penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya memiliki beberapa metode yaitu 
metoda pelelangan umum, metode pelelangan terbatas, metode pemilihan 
langsung, dan metode penunjukkan langsung. Pengadaan Alat Tulis Kantor di 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar menggunakan metode pemilihan langsung 
dalam proses kegiatannya. Metode pemilihan langsung adalah metode pemilihan 
yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 
penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. 
Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bernilai di antara 
Rp. 50 Juta sampai Rp. 100 Juta (Mustofa, 2008). Pengadaan alat tulis kantor di 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar menggunakan metode pemilihan langsung. 
Penggunaan metode ini karena metode pemilihan langsung lebih sederhana dalam 
proses pengadaannya, dan pengadaan alat tulis kantor bernilai di antara Rp. 50 
Juta sampai Rp. 100 Juta sehingga metode pemilihan langsung dipakai didalam 
sistem pengadaan ala tulis kantor di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai 
dengan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2007 tentang pedoman penatausahaan 
pelaksanaan APBD kab. Karanganyar. 
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang 
(Mulyadi, 2001). Sebuah sistem yang besar terdiri dari sistem-sistem lain yang 
lebih kecil yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem 
akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi 
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 
manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001). 
Pengadaan alat tulis kantor merupakan salah satu bentuk sistem 
pengeluaran kas yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa 
yang diperlukan oleh Pemerintah. Pengadaan barang dan jasa biasanya 
memerlukan pengeluaran kas yang besar, hal ini berarti Dinas Perindustrian 
Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 
(DISPERINDAGKOP dan UMKM) Kabupaten Karanganyar harus lebih 
memperhatikan pengendalian intern pada pengadaan ATK agar tidak terjadi 
kesalahan-kesalahan dalam pencatatan, penulisan jumlah dan sebagainya. 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini 
penulis mengambil judul : “EVALUASI SISTEM PENGADAAN ALAT 
TULIS KANTOR (ATK) OLEH DINAS PERINDUSTRIAN 
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN 
MENENGAH (DISPERINDAGKOP DAN UMKM) KABUPATEN 
KARANGANYAR DENGAN METODE PEMILIHAN LANGSUNG” 
 
C. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah sistem pengadaan alat tulis kantor (ATK) oleh Dinas Perindustrian 
Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Karanganyar dengan metode 
pemilihan langsung sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan? 
2. Bagaimanakah efektifitas sistem pengadaan alat tulis kantor (ATK) oleh 
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Karanganyar dengan 
metode pemilihan langsung ?  
 
D. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah sistem pengadaan alat tulis kator (ATK) oleh Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Kabupaten Karanganyar dengan metode pemilihan langsung sudah sesuai 
dengan prosedur yang diterapkan. 
2. Untuk mengetahui keefektifan sistem pengadaan alat tulis kantor (ATK) 
dengan metode pemilihan langsung yang ada di Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten 
Karanganyar. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak 
antara lain : 
1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Kabupaten Karanganyar 
Hasil Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai wacana bagi 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar untuk senantiasa menciptakan 
pemerintahan yang bersih melalui pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan 
Keppres nomor 8 tahun 2003 dan Peraturan Bupati Karanganyar no 7 tahun 
2007. 
2. Bagi Peneliti 
Sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma III Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan menyusun 
Tugas Akhir ini. 
3. Bagi Pihak Lain  
Diharapkan dapat menjadi wacana ulang dapat digunakan sebagai 
sarana pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sumber Data 
Secara umum yang dimaksud dengan data adalah fakta atau keterangan dari 
sesuatu yang diamati atau diteliti. Mengenai jenis data yang diperlukan untuk 
digali dan dikaji, sangat bergantung dari rumusan masalah yang sudah 
diuraikan sebelumnya akan diperoleh arah dan ragam informasi yang 
diperlukan yang bias digunkan untuk menjawab dan memahami masalah yang 
telah dirumuskan tersebut. 
a. Data Menurut Jenisnya. 
Data kualitatif adalah “Data yang diukur secara tidak langsung 
seperti ketrampilan, aktifitas, sikap dan sebagainya“ (Marzuki, 2002). 
Data kualitatif digunakan untuk menggambarkan gambaran umum 
perusahaan, proses produksi dan penjelasannya. “Data kualitatif yaitu data 
yang tidak berbentuk angka. Data kualitatif yang digunakan antara lain 
berupa gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah dan 
perkembangan perusahaan, bidang usaha dan wilayah kerja serta 
pengorganisasian Dinas Disperindagkop dan UMKM Karanganyar. 
Sumber lain adalah bukubuku akuntansi keuangan serta buku tentang 
penulisan ilmiah. 
b. Data Menurut Sumbernya. 
Data menurut sumbernya dibagi menjadi dua yaitu : 
1) Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, 
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya” (Marzuki, 2002). .Data 
primer yang diperoleh dalam penyusunan tugas akhir ini berupa 
gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah dan 
perkembangan perusahaan, bidang usaha dan lain sebagainya serta 
pengorganisasian Dinas Disperindagkop dan UMKM Karanganyar. 
Dalam penelitian ini keterangan yang diperoleh dari narasumber 
memiliki kedudukan sebagai jawaban utama dari permasalahan, 
karena narasumber akan memberikan informasi dan jawaban ynag 
dimilikinya sebagai sumber yang berkaitan langsung dengan 
permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh penulis dengan 
melakukan observasi dan wawancara atau interview dengan pihak 
Dinas Disperindagkop dan UMKM Karanganyar.  
2) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 
pengumpulannya oleh peneliti (Marzuki, 2002), misalnya dari biro 
statistik, majalah, keteranganketerangan dan publikasi lainnya” . Data 
sekunder (secondary data) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk 
yang sudah jadi berupa publikasi. Data sekunder diperoleh melalui 
studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang 
turut mendukung dalam upaya menjelaskan dan memahami perumusan 
masalah. Data sekunder merupakan datadata yang diperoleh secara 
tidak langsung, tetapi diperoleh melalui study pustaka, dokumen, hasil 
penelitian terdahulu yang sudah tersedia dalam bentuk bukubuku dan 
literature, arsiparsip yang berhubungan dengan penelitian ini. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan 
penelitian dalam penulisan ini, adalah : 
a. Metode Observasi 
Metode observasi adalah ”Metode pengumpulan data dengan jalan 
pengamatan dan penelitian secara sistematis terhadap gejala atau 
fenomena yang diselidiki” (Marzuki, 2002).  
b. Metode Wawancara (Interview) 
“Wawancara atau interview adalah suatu metode untuk mengumpulkan 
datadata dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang 
informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam 
suatu masalah)” (Keraf, 2004). Wawancara dilakukan dengan pegawai di 
bagian keuangan dan tentang halhal yang berhubungan dengan sistem 
administrasi dalam rangka memperoleh data  data primer, serta pendapat 
pendapat dari para pihak yang berkompeten. 
c. Metode Dokumentasi 
Metode Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 
memperoleh data dari instansi terkait dan sumbersumber lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan serta mendukung dalam penyusunan laporan. 
d. Metode Studi Pustaka 
”Studi pustaka yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan cara 
membaca bukubuku atau bahanbahan kepustakaan yang berhubungan 
dengan masalah yang dibahas dalam penulisan” (Keraf, 2004) 
Untuk membekali diri akan teori sistem pengadaan alat tulis kantor, 
kondisikondisi yang dibutuhkan sebagai syarat dapat diterapkannya sistem 
ini pada perusahaan, serta teori teori lain yang dapat membantu penulis 
dalam menjawab research question yang telah ditentukan sebelumnya, 
penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur-





A. Tinjauan Pustaka 
1. Evaluasi 
a. Pengertian evaluasi 
Menurut Arikunto (2004) evaluasi adalah kegiatan untuk 
mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya 
informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 
dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 
menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision 
maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan 
evaluasi yang telah dilakukan. 
Menurut Worthen dan Sanders (1979) dalam Rosdiana (2009) 
evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang 
berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi 
serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan 
hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa 
mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah 
mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya 
tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula. 
Menurut stufflebeam dalam Rosdiana (2009) evaluasi adalah : 
process of delineating, obtaining and providing useful information for 
judging decision alternatives. Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang 
terdapat dalam evaluasi yaitu : adanya sebuah proses (process) perolehan 
(obtaining), penggambaran (delineating), penyediaan (providing) 
informasi yang berguna (useful information) dan alternatif keputusan 
(decision alternatives). 
Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah 
dikemukakan beberapa diatas, penulis dapat menarik benang merah 
tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan 
oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. 
Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang 
dicapai oleh program tersebut. 
Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat 
didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan 
perbandingan antara output dan inoutnya sedangkan efisiensi adalah taraf 
pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses 
(Sudharsono, 1994 dalam Rosdiana, 2009) 
Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan 
penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini memiliki 
metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan 
pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu 
(prove) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (improve). 
Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu 
frase, penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Sudharsono 
(1994 dalam Rosdiana, 2009) penelitian evaluasi mengandung makna 
pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah 
program yang dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan 
metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan 
obyektif. 
b. Tujuan evaluasi  
Setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan tertentu. 
demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2004) ada dua tujuan 
evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan 
kepada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih 
difokuskan pada masing-masing komponen. 
Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat 
sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud 
pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya 
evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat 
efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan 
dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi 
program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta 
rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk 
memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan 
sebuah program. 
c. Hakekat Evaluasi Program 
Menurut John L Herman dalam Tayibnapis (1989) dalam 
(Pramudijono dan Widyaiswara, 2009) program adalah segala sesuatu 
yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau 
manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa semua 
perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan memperoleh hasil dan 
manfaat dapat disebut program. 
Menurut Arikunto (2004) program dapat dipahami dalam dua 
pengertian yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, program dapat 
diartikan dengan rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan 
oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan pengertian khusus dari 
program biasanya jika dikaitkan dengan evaluasi yang bermakna suatu 
unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan ralisasi atau implementasi 
dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan 
terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 
Menilik pengertian secara khusus ini, maka sebuah program adalah 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara 
waktu pelaksanaannya biasanya panjang. Selain itu, sebuah program juga 
tidak hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan yang 
membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya dengan 
melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya. 
Menurut Isaac dan Michael (1984) dalam (Pramudijono dan 
Widyaiswara, 2009) sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal 
ini dikarenakan kita akan melihat apakah program tersebut berhasil 
menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Menurut mereka, ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu : (1) 
menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak 
diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian dan (3) 
menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan 
untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut. 
Berdasarkan pengertian diatas, maka evaluasi program 
sebagaimana dimaknai oleh Kirkpatrick dapat dimaknai sebagai sebuah 
proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau 
tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya 
melalui rangkain informasi yang diperoleh evaluator (Kirkpatrick 1996) 
dalam (Pramudijono dan Widyaiswara, 2009). Tetapi, pengambil 
keputusan itu sendiri bukanlah evaluator melainkan pihak lain yang lebih 
berwenang. Evaluator hanya menyediakan informasi-informasi yang 
dibutuhkan oleh pengambil kebijakan (decision maker) 
2. Pengertian Sistem dan Prosedur 
a. Pengertian Sistem 
Sistem merupakan suatu tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas 
sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi/tugas khusus) yang 
saling berhubungan dan secara bersama-sama/ pekerjaan tertentu 
bertujuan untuk memenuhi suatu proses. Menurut Zakimail (2008) berikut 
adalah definisi sistem menurut para ahli : 
1) Menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi A. 
Sistem adalah seuatu yang terdiri dari objek unsur – unsur atau 
komponen – komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama 
lainnya, sehingga unsur – unsur tersebut merupakan satu kesatuan 
proses. 
2) Menurut Drs. Komarudin. 
Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang 
berhubungan satu sama lainnya serta prosedur – prosedur yang 
berkaitan untuk melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan 
dari suatu organisasi. 
 
3) Menurut Gordon B Davis. 
Sistem adalah seperangkat unsur unsur yang terdiri dari 
manusia, mesin atau alat dan prosedur serta konsep – konsep yang 
dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Menurutnya 
sistem dapat berupa sistem abstrak dan sistem fisik 
a. Abstrak adalah suatu sistem yang memiliki susunan yang trdiri dari 
gagasan – gagasan atau konsep yang saling bergantungan. 
b. Sistem Fisik adalah suatu sistem yang berupa serangakaian unsur 
yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 
4) Menurut Raymond Mc Leod. 
Sistem adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan 
maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. 
Sistem adalah kelompok dari dua atau lebih komponen atau sub 
sistem saling berhubungan yang memiliki fungsi dengan tujuan yang sama 
(Wikipedia : 2009). Sistem menurut Mulyadi (2002) adalah sekelompok 
unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi 
bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut 
Widjajanto (2001) sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian 
yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga 
tahapanyaitu input, proses, dan output. 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih sub sistem yang 
saling berhubungan yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai yujuan 
tertentu sehingga membangun satu kesatuan yang utuh untuk mencapai 
tujuan tertentu melalui tiga tahapan yaitu input, proses, dan output serta 
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
b. Pengertian Prosedur 
Menurut (Muhammad Ali, 2000) dalam Necel (2009) “Prosedur 
adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan” 
Menurut Amin Widjaja (1995) dalam Necel (2009) “Prosedur 
adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : orang, 
jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh 
sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan 
menurut proses tertentu” Sedangkan menurut Kamaruddin (1992) dalam 
Necel (2009) “Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur 
dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur 
yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu 
organisasi”. 
Menurut Mulyadi (2001) prosedur adalah suatu urutan kegiatan 
klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau 
lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
Sedangkan pengertian prosedur menurut Ismail masya (1994) 
dalam Necel (2009) mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian 
tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan 
menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan 
yang dilaksanakan berulang-ulang”. 
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat 
disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja 
atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan 
memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan 
3. Alat Tulis Kantor 
Menurut Gie (Administrasi Perkantoran Modern : 1988) 
penggambaran tentang alat tulis kantor adalah benda-benda yang dipakai 
habis dalam pelaksanaan dalam pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai 
tata usaha. Yang tergolong office supplier (bekal tatausaha) ini misalnya 
pulpen, pensil, tinta, pita mesin tik, kertas blangko pemulir, karbon, berkas, 
jepitan kertas. Diantara macam-macam perlengkapan tatausaha yang terpakai 
habis dalam penggunaannya dikantor itu, maka benda-benda yang khusus 
dipakai untuk tulis-menulis seperti kertas, pensil, tinta, dan lain-lain sebagai 
keseluruhan disebut keperluan tulis menulis. 
 
4. Pengertian Sistem Akuntansi dan Sistem Informasi Akuntansi 
Akuntansi itu sendiri merupakan suatu sistem informasi, mencangkup 
kegiatan mengidentifikasi, menghimpun, memproses, dan mengkomunikasi-
kan informasi ekonomi mengenai suatu organisasi ke berbagai pihak 
(Widjajanto 2001). Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan 
laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan 
perusaahn (Mulyadi 2001). 
Sistem informasi akuntansi menurt Widjajanto (2001) yaitu susunan 
berbagai dokumen, alat komunikasi, tenaga pelaksana dan berbagai laporan 
yang didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi 
keuangan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang 
digunakan memproses data dan transaksi guna menyediakan informasi yang 
diperlukan oleh user untuk merencanakan, mengendalikan dan 
mengoperasikan bisnis untuk menghasilkan informasi. 
Dari definisi tersebut, menurut Mulyadi (2001) unsure pokok sistem 
akuntansi adalah : 
a. Formulir  
Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merkam 
terjadinya transaksi. Contoh formulir yaitu bukti kas keluar, dengan 
demikian bukti kas keluar tersebut merupakan media pencatatan ke dalam 
jurnal dan ke dalam buku besar kas. 
b. Jurnal  
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 
mencatat, mengklasifikasi dan menurut penggolongan yang sesuai dengan 
informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan dan meringkas 
data keuangan dan data lainnnya. 
c. Buku Besar 
Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 
meringkas data keuangan yang telah di catat sebelumnya dalam jurnal. 
d. Buku Pembantu 
Buku pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang 
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam 
buku besar dan merupakan catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak ada 
lagi catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntannsi diringkas dan 
digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu. 
e. Laporan 
Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi yang 
dapat berupa neraca, lapran laba rugi dan perubahan laba yang ditahan. 
Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi menurut (Mulyadi 
2001) adalah sebagai berikut : 
a. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 
b. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah 
ada. 
c. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 
untuk memperbaiki tingkat keandalan (reability) informasi akuntansi dan 
untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 
perlindungan kekayaan perusahaan. 
d. Untuk mengurangi biaya klerikal (biaya tulis menulis) dalam 
penyelenggaraan catatan akuntansi. 
5. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Mulyadi (2001) mendefinisikan sistem pengendalian intern meliputi 
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk 
menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan 
manajemen. Sedangkan Widjajanto (2001) mendefinisikan pengendalian 
intern adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi 
beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan 
tujuan untuk : 
a. Mengamankan aktiva perusahaan 
b. Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi 
c. Meningkatkan efisiensi dan 
d. Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran 
organisasi. 
SA Seksi 319 Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit 
Laporan Keuangan paragraph 6 menurut Mulyadi (2002) mendefinisikan 
pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan 
keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu : 
a. Keandalan pelaporan keuangan 
b. Kepatuhan terhadap hokum dan peraturan yang berlaku 
c. Efektivitas dan efisiensi operasi 
Sedangkan menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dapat 
dibagi menjadi dua yaitu : 
a. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control), merupakan 
bagian dari sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, 
metode, dan ukuran –ukuran yang dikoordinasi terutama untuk menjaga 
kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi. 
b. Pengendalian intern administrative (internal administrative control), 
meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 
dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya 
kebijakan manajemen. 
Unsur-unsur sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (2001): 
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 
tegas. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dalm organisasi ini 
didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini : 
1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi 
akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang 
untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap 
kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi 
yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. 
Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 
mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
Pemisahan tanggung jawab fungsional dalam suatu transaksi dilakukan 
untuk membagi tahap transaksi tersebut ke tangan manajer berbagai 
unit organisasi yang dibentuk, sehingga semua tahap transaksi tersebut 
tidak diselesaikan oleh satu unit organisasi saja. Dengan demikian 
dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat internal check di antara 
unit organisasi pelaksana dan dapat mencermminkan transaksi 
sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang 
fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatandan biaya. 
Dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian 
wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi, formulir 
merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan 
transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan 
menjamin data dan yang direkam dalam formulir dicatat dalam akuntansi 
dengan tingkat ketelitian dan keandalannya (reability) yang tinggi. 
Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya 
dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga kan menjadi 
masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya 
prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti 
dan dapat dipercaya mengenai kekayaan,utang, dan biaya suatu organisasi. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 
prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 
baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat 
dalam pelaksanaannya. 
Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 
menciptakan praktik yang sehat menurut Mulyadi (2001) adalah : 
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya 
harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Karena formulir 
merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi, 
maka pengendalian pemakaiannya denngan menggunakan nomor urut 
tercetak, akan dapat menerapkan pertanggungjawaban terlaksanannya 
transaksi. 
2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit) dilaksanakan tanpa 
pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan 
jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan 
pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini 
akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
aturan yang telah ditetapkan. 
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh 
satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari 
orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi dilaksanakan 
dengan campur tangan pihak lain, sehingga terjadi internal check 
terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, maka 
setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam 
pelaksanaan tugasnya. 
4) Perputaran jabatan (job rotation) yang diadakan secara rutin akan 
dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, 
sehingga persengkokolan di antara mereka dapat dihindari. 
5) Keharusan pengambilan cuti bagi karyaawan yang berhak. Karyawan 
kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. 
Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk 
sementara oelh pejabat lain, sehinnga seandainya terjadi kecurangan 
dalam departemen yang bersangkutan, diharapkan dapat diungkap oleh 
pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut. 
6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 
catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek 
ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus 
diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik 
dengan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan kekayaan 
tersebut. 
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 
efektivitas unsure-unsur pengendalian intern yang lain. Unit organisasi 
ini disebut satuan pengawas intern dan staff pengawas intern. Agar 
efektivitas dalam menjalankan tugasnya, satuan pengawas intern ini 
harus tidak melaksanakan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan 
fungsi akuntansi, serta harus bertanggung jawab langsung kepada 
manajemen puncak (direktur utama). Adanya satuan pengawas intern 
dalam perusahaan akan menjamin efektivitas unsur-unsur sistem 
pengendalian intern, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin 
keamanannya dan data akuntansi akan terjamin ketelitian dan 
keandalannya. 
6. Sistem Pengadaan Barang/Jasa 
Pengadaaan barang/jasa pemerintah (Keppres nomor 80 tahun 2003 
pasal 1), adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan 
APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh 
penyedia barang dan jasa. Berdasarkan Keppres No. 80/2003 tentang 
Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa terdapat beberapa metode pemilihan 
serta sistem pengadaan barang/jasa, antara lain: 
a. Metode Pelelangan Umum 
Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa 
yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui 
media massa dan  papan pengumuman resmi untuk penerangan umum 
sehingga masyarakat luas dunia usaha yang  berminat dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikutinya. 
Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu 
melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, 
maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda 
pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan 
papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa 
yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia 
barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 
Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas 
dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia 
barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu 
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan 
sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran 
dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan 
negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal 
melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila 
memungkinkan melalui internet. 
Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara 
memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap 
pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan 
penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian 
persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap 
penyedia barang/jasa yang  tidak lulus penilaian pada setiap tahapan 
dinyatakan gugur. 
Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa 
lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi:  
1) Prakualifikasi: 
a) pengumuman prakualifikasi; 
b) pengambilan dokumen prakualifikasi; 
c) pemasukan dokumen prakualifikasi; 
d) evaluasi dokumen prakualifikasi; 
e) penetapan hasil prakualifikasi; 
f) pengumuman hasil prakualifikasi; 
g) masa sanggah prakualifikasi; 
h) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 
i) pengambilan dokumen lelang umum; 
j) penjelasan; 
k) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya; 
l) pemasukan penawaran; 
m) pembukaan penawaran; 
n) evaluasi penawaran; 
o) penetapan pemenang; 
p) pengumuman pemenang; 
q) masa sanggah; 
r) penunjukan pemenang; 
s) penandatanganan kontrak; 
2) Pasca kualifikasi: 
a) pengumuman pelelangan umum; 
b) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; 
c) pengambilan dokumen lelang umum; 
d) penjelasan; 
e) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya; 
f) pemasukan penawaran; 
g) pembukaan penawaran; 
h) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; 
i) penetapan pemenang; 
j) pengumuman pemenang; 
k) masa sanggah; 
l) penunjukan pemenang; 
m) penandatanganan kontrak. 
b. Pelelangan Terbatas 
Pelelangan terbatas dilakukan, jika pelelangan umum sulit 
dilaksanakan karena penyedia barang/jasa yang mampu mengerjakan 
diyakini terbatas dan pekerjaannya kompleks, maka dilakukan pelelangan 
terbatas. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan 
teknologi tinggi atau mempunyai resiko tinggi atau yang menggunakan 
peralatan yang didesain khusus atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000 
(lima puluh miliar rupiah). Pelelangan terbatas diumumkan secara luas 
melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan 
mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna 
memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang 
memenuhi kualifikasi. 
Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa 
lainnya dengan metoda pelelangan terbatas meliputi : 
a.   pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih; 
b.   pengumuman pelelangan terbatas; 
c.   pengambilan dokumen prakualifikasi; 
d.   pemasukan dokumen prakualifikasi; 
e.   evaluasi dokumen prakualifikasi; 
f.    penetapan hasil prakualifikasi; 
g.   pemberitahuan hasil prakualifikasi; 
h.   masa sanggah prakualifikasi; 
i.    undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 
j.    penjelasan; 
k.   penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya; 
l.    pemasukan penawaran; 
m.  pembukaan penawaran; 
n.   evaluasi penawaran; 
o.   penetapan pemenang; 
p.   pengumuman pemenang; 
q.   masa sanggah; 
r.    penunjukan pemenang; 
s.   penandatanganan kontrak. 
c. Penunjukan Langsung 
Metode penunjukkan langsung adalah metode yang langsung menunjuk 1 
(satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis 
maupun harga. Biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan 
khusus. Termasuk apabila nilai pengadaan dibawah Rp. 50 Juta. 
Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dengan metoda penunjukan langsung meliputi: 
a. undangan kepada peserta terpilih; 
b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan 
langsung; 
c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi,  penjelasan, 
dan pembuatan berita acara penjelasan;  
d. pemasukan penawaran; 
e. evaluasi penawaran; 
f. negosiasi baik teknis maupun biaya;  
g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; 
h. penandatanganan kontrak 
d. Pemilihan Langsung 
Bila pelelangan umum dan pelelangan terbatas sulit dilaksanakan dan 
kemungkinan tidak akan mencapai sasaran, maka dilakukan pemilihan 
langsung. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang 
bernilai 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah). 
Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dengan metoda pemilihan langsung meliputi :  
a.   pengumuman pemilihan langsung; 
b.   pengambilan dokumen prakualifikasi; 
c.   pemasukan dokumen prakualifikasi  
d.   evaluasi dokumen prakualifikasi; 
e.   penetapan hasil prakualifikasi; 
f.    pemberitahuan hasil prakualifikasi;  
g.   masa sanggah prakualifikasi; 
h.   undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung; 
i.    penjelasan; 
j.  penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya; 
k.   pemasukan penawaran; 
l.    pembukaan penawaran; 
m.  evaluasi penawaran; 
n.   penetapan pemenang;  
o.   pemberitahuan penetapan pemenang; 
p.   masa sanggah; 
q.   penunjukan pemenang; 
r.    penandatanganan kontrak. 
7. Efektif  
Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang 
telah ditetapkan. Sondang Siagian (2001) memberikan definisi efektivitas 
adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu 
yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah 
barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan 
keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika 
hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 
Abdurahmat (2003) Efektivitas adalah pemanpaatan sumber daya, 
sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. 
Hidayat (1986) dalam Danfar (2009) yang menjelaskan bahwa efektifitas 
adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas 
dan waktu) telah tercapai, dengan demikian semakin besar presentase target 
yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitasnya.  
Saksono (1984) dalam Danfar (2009) adalah Efektifitas adalah 
seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang 
diharapkan dari sejumlah input. 
Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan 
dengan hasilnya. Menurut definisi ini, efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu 
kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. 
Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi 
besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 
Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987) dalam Danfar (2009) yaitu: 
“Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana 
penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataam 
lain penggunaan yang sebenarnya 
Hasibuan (1984) dalam Danfar (2009) “Efisiensi adalah perbandingan 
yang terbaik antara input (masukan) dan output efisiensi adalah sesuatu yang 
kita kerjakan berkaitan dengan menghasilkan hasil yang optimal dengan tidak 
membuang banyak waktu dalam proses pengerjaannya.Dengan begitu dapat 
disimpulkan bahwa efektif belum tentu efisien dan begitu sebaliknya. 
 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
1. Sistem Pengadaan Alat Tulis Kantor  
Pemerintah daerah kabupaten Karanganyar didalam pelaksanaan 
pengadaan menggunakan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2009 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pencairan 
dananya, pemerintah daerah kab. Karanganyar membuat Peraturan Bupati 
nomor 7 tahun 2007 tentang tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan 
APBD kab. Karanganyar dimana peraturan ini mengacu pada Permendagri no 
13 tahun 2006 dan perubahannya pada Permendagri no 59 tahun 2007. Mulai 
prosedur permintaaan barang sampai dengan prosedur penerimaan barang 
diatur dalam Keppres nomor 80 tahun 2003. Prosedur permintaan pembayaran 
sampai dengan prosedur pencatatan pencairan dana diatur dalam Peraturan 
Bupati no 7 tahun 2007. Kedua undang-undang ini digunakan sebagai dasar 
dalam pengadaan barang/jasa di masing masing Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten 
Karanganyar. 
a. Fungsi yang terkait: 
1) PPTK Bagian Perlengkapan 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Perlengkapan 
adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan dan suatu program sesuai dengan bidang tugasnya 
2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 
3) Pejabat pembuat komitmen (PPK) 
Pejabat pembuat komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh engguna 
anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
4) Penyedia barang/jasa (rekanan/pihak ketiga) 
Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa 
5) Panitia pengadaan barang/jasa 
Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran 
melaksanakan pemilihaan penyedia barang/jasa 
6) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPKSKPD) 
PPKSKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada SKPD 
7) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
Pengguna anggaran daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
dibiayai dari dana anggaan belanja APBD. 
8) Bendahara Pengeluaran 
Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uant untuk keperluan belanja dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD 
b. Dokumen yang digunakan 
Dokumen yang digunakan dalam sistem pengadaan alat tulis 
kantor (ATK) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah 
1) Dokumen Prakualifikasi 
Dokumen prakualifikasi adalah dokumen yang digunakan untuk 
memastikan setiap perusahaan memenuhi persyaratan lelang, sehingga 
perlu dilakukan penilaian terhadap kualifiksi atas kompetensi dari 
masingmasing perusahaan/intansi. Dokumendokumen yang digunakan 
dalam prakualifikasi ini adalah: 
a) Surat Pernyataan Minat Mengikuti Pengadaan. 
b) Pakta Integritas 
c) Persyaratan kualifikasi penyedia barang 
Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan 
dalam dokumen prakualifikasi 
2) Dokumen penawaran 
Metode penyampaian dokumen penawaran yang digunakan 
untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) adalah metode satu sampul. 
Metode satu sampul yaitu penyampaian harga yang terdiri dari 
persyaratan administras, teknis, dan penawaran harga yang 
dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat 
pengadaan. Metoda Satu Sampul lebih tepat digunakan untuk 
pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi 
teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah 
ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yang spesifikasi 
teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen 
pengadaan. 
Pemerintah Kab. Karanganyar mengatur setiap dokumen yang 
terkait dengan pencairan dana untuk pengadaan barang/jasa dalam 
Peraturan Bupati no 7 tahun 2007. Berikut adalah dokumen dokumen 
yang terkait, sesuai dengan Perbup no 7 tahun 2007: 
a) Surat penyediaan dana (SPD) 
Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP 
b) Surat permintaan pembayaran langsung (SPPLS) 
Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar 
perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 
pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu 
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 
c) Surat perintah membayar langsung (SPMLS) 
Dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban 
pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga. 
d) Surat perintah pencairan dana (SP2DLS) 
Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang 
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM 
e) Nota debet 
Bukti penyetoran dari bank atas pencairan dana yang dilakukan 
oleh BUD. 
c. Catatan akuntansi yang digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengadaan barang/jasa 
yaitu: 
1) Buku jurnal pengeluaran kas 
Buku jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi 
pengeluaaran kas  
2) Register SPPLS Register SPPLS digunakan untuk mencatat penerbitan 
SPPLS 
3) Register penolakan SPPLS 
Register penolakan SPPLS digunakan untuk mencatat penolakan SPP-
LS 
4) Register penerbitan SPMLS 
Register penerbitan SPMLS digunakan untuk mencatat penerbitan 
SPMLS 
5) Register SP2D 
Register DP2D digunakan untuk mencatat penerbitan SP2D 
d. Jaringan Prosedur yang membentuk sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengadaan alat tulis kantor di 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar adalah 
1) Prosedur permintaan barang/jasa 
Dalam prosedur ini bagian perlengkapan membutuhkan barang, 
melalui PPTK bagian perlengkapan diteruskan ke kuasa pengguna 
anggaran dan pejabat pembuat komitmen mengadakan barang/jasa 
dengan menunjuk panitia pengadaan untuk melaksanakan kegiatan 
pengadaan barang/jasa 
2) Prosedur pengadaan barang/jasa 
Dalam prosedur ini panitia pengadaan melakukan proses pengadaan 
mulai dari prakualifikasi hingga penerbitan surat perintah kerja (SPK) 
3) Prosedur penerimaan barang 
Dalam prosedur ini panitia pengadaan menerima barang dari pihak 
ketiga dan kemudian diperiksa oleh tim pemeriksa untuk memastikan 
keadaan barang dalam kondisi baik. Barang disimpan oleh bagian 
perlengkapan melalui bendahara perlengkapan 
d. Prosedur permintaan pembayaran 
Dalam prosedur ini PPTK bagian perlengkapan mengajukan 
kelengkapan dokumen SPPLS guna diteruskan ke bendahara 
pengeluaran untuk dibuatkan SPPLS (Surat permintaan pembayaran-
langsung). SPPLS di tandatangani oleh PPTK dan KPA 
4) Prosedur pencairan dana 
SPPLS yang diterima oleh PPKSKPD kemudian dibuatkan surat 
perintah membayar (SPM). Dari surat perintah membayar ini akan 
dibuatkan SP2D(surat perintah pencairan dana) oleh sub. bagian 
perbendaharaan bagian keuangan. SP2d kemudian digunakan oleh 
kuasa BUD untuk memerintahkna kepada Bank mencairkan sejumlah 
dana ke rekening pihak ketiga 
5) Prosedur pencatatan pencairan dana 
Dalam prosedur ini kuasa BUD mencatat setiap SP2D ke dalam buku 
kas penerimaan dan pengeluaran, dan kemudian memberikan nota 
debet kepada subbagian pembukuan. 
e. Bagan Alir Dokumen dari Sistem Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) 
Sistem pengadaan barang/jasa diatur dalam Keppres nomor 80 
tahun 2003. Pencairan dana dalam sistem pengadaan diatur dalam Perbup 
no 7 tahun 2007.  
1) Prosedur Permintaan barang  
a) PPTK Bagian perlengkapan memberitahukan kepada Kuasa 
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang dan 
jasa sesuai dengan pagu anggaran.  
b) PPTK Bagian perlengkapan membuat surat pemberitahuan 
pengadaan barang rangkap 1, kemudian diserahkan ke KPA.  
c) KPA menerima surat pemberitahuan pengadaan barang, dan 
kemudian memeriksa ketersediaan dana. Kuasa pengguna 
anggaran memeriksa ketersediaan dana dengan SPD (Surat 
penyediaan dana) yang berasal dari pengarsipan sementara 
pembentukan SPD  
d) Apabila dana mencukupi, panitia menandatangani surat 
pemberitahuan pengadaan barang, lembar pertama diserahkan ke 
PPK, lembar kedua diserahkan ke bagian perlengkapan untuk 
diarsipkan.  
e) PPK menerima SPPB dan kemudian menunjuk panitia pengadaan 
untuk mengadakan alat tulis kantor (ATK) dan kemudian PPK 
membuat syarat prakualifikasi, harga perkiraan sendiri (HPS), dan 
rencana kerja dan syarat-syarat(RKS).  
f) Bersama dengan panitia mengesahkan syarat prakualifikasi, RKS 
dan HPS. Lembar pertama untuk panitia pengadaan dan lembar 
kedua untuk PPK. SPPB kemudian diarsipkan, HPS diarsipkan 
sementara, RKS digunakan oleh PPK dan Panitia  
2) Prosedur pengadaan barang  
a) Panitia pengadaan menerima syarat prakualifikasi, mengumumkan 
pengadaan di papan pengumuman/internet, menerima pendaftaran 
calon penyedia barang/pihak ketiga.  
b) Panitia menerima dokumen-dokumen prakualifikasi dari calon 
pihak ketiga, memilih pemenang dan kemudian mengusulkan 
pemenang prakualifikasi ke PPK  
c) PPK membandingkan dokumen prakualifikasi dengan syarat 
prakualifikasi, melihat usulan dari panitia, kemudian menetapkan 
pemenang prakualifikasi.  
d) Dokumen prakualifikasi diserahkan ke panitia, syarat 
prakualifikasi diarsipkan permanen.  
e) Panitia mengumumkan pemenang prakualifikasi, kemudian 
memberikan masa sanggah untuk menerima sanggahan dari 
berbagai pihak.  
f) Panitia mengundang pemenang untuk pengambilan RKS dan 
aanwjzing (penjelasan)  
g) Panitia menerima RKS dari calon penyedia barang, pengumpulan 
RKS dengan metode satu sampul.  
h) Panitia mengevaluasi setiap RKS dari calon penyedia dengan 
sistem gugur.  
i) Panitia melakukan negosiasi teknis dan harga dengan calon 
penyedia barang.  
Evaluasi terhadap dokumen penawaran dilaksanakan 
dengan sistem gugur yang meliputi evaluasi administrasi, teknis 
dan harga sebagai berikut:  
(1) Evaluasi Administrasi meliputi Surat Penawaran beserta 
lampiran-lampirannya yang memenuhi syarat.  
(2) Evaluasi Teknis meliputi barang yang ditawarkan berdasarkan 
spesifikasi yang ditetapkan dalam Dokumen RKS  
(3) Evaluasi Harga meliputi :  
(a) Total harga yang ditawarkan secara keseluruhan;  
(b) Perkalian antara volume dan harga satuan serta 
penjumlahannya.  
(c) Sebagai acuan dalam negosiasi harga pada proses 
penunjukan/pemilihan langsung/pengadaan jasa konsultan 
(d) Salah satu tolok ukur adanya indikasi KKN dalam 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa  
j) Panitia memilih pemenang dan mengusulkannya ke PPK untuk 
ditetapkan pemenangnya.  
k) PPK menerima RKS yang telah dievaluasi membandingkan 
dengan penetapan RKS, memeriksa RKS yang sudah dievaluasi 
dan usulan pemenangnya, kemudian menetapkan pemenang 
sebagai penyedia barang/jasa.  
l) RKS yang telah dievaluasi diserahkan ke panitia, untuk 
diumumkan pemenang ke papan pengumuman/internet.  
m) Panitia memberikan masa sanggah untuk menampung sanggahan 
dari berbagai pihak.  
n) PPK membuat surat perjanjian kerja (SPK), mengesahkan SPK 
kemudian menyerahkan ke panitia  
o) Panitia memintakan tanda tangan ke pihak ketiga atas SPK. SPK 
rangkap 3, lembar pertama diarsipkan panitia, lembar kedua 
diserahkan ke PPK untuk diarsipkan, lembar ketiga ke pihak ketiga 
dan lembar keempat ke PPTK bagian perlengkapan untuk 
diarsipkan sementara berdasarkan abjad. 
3) Prosedur Penerimaan Barang  
a) Pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan pengadaannya. Setelah 
selesai, barang diserahkan ke panitia melalui tim pemeriksa barang 
dilampiri dengan RKS. Tim pemeriksa memeriksa apakah barang 
dalam kondisi baik atau tidak, kemudian membuat bukti acara 
pemeriksaan barang rangkap 1. Lembar pertama diarsipkan 
permanen dan lembar kedua diserahkan ke bendahara bagian 
perlengkapan.  
b) Bendahara bagian perlengkapan menerima bukti acara 
pemeriksaan, menyimpan barang dan kemudian membuat berita 
acara penerimaan barang rangkap 1, lembar 1 bersama dengan 
berita acara pemeriksaan diserahkan ke PPTK bagian 
perlengkapan, lembar ke-2 diarsipkan.  
c) PPTK bagian perlengkapan mengumpulkan kelengkapan berkas 
untuk pembuatan SPP-LS, berkas tersebut kemudian diserahkan ke 
bendahara pengeluaran. SPK diarsipkan sementara  
4) Prosedur Permintaan Pembayaran  
a) Bendahara pengeluaran memeriksa kelengkapan untuk pengajuan 
SPP-LS, kemudian membuat SPP-LS untuk diajukan ke PPK-
SKPD guna pembuatan SPM-LS. SPP-LS rangkap 2, lembar 1 
diserahkan ke PPK-SKPD, lembar 2 diserahkan ke bagian 
perlengkapan untuk diarsipkan, lembar 3 diarsipkan oleh 
bendahara pengeluaranl.  
b) PPK-SKPD menerima SPP¬LS, memeriksa kelengkapan SPP-LS, 
kemudian membuat surat perintah membayar (SPM-LS) yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD dan KPA. PPK-SKPD mencatat 
SPP-LS pada register SPP-LS. Pembuatan SPM-LS rangkap 2.  
c) Apabila berkas SPP-LS tidak lengkap, PPK-SKPD memberikan 
berkas itu ke bendahara pengeluaran selanjutnya ke PPTK bagian 
perlengkapan untuk dilengkapi sebagai kelengkapan berkas SPP-
LS untuk pengajuan SPM-LS  
d) KPA memeriksa kelengkapan SPM-LS dan menandatanganinya, 
dan kemudian diserahkan ke PPK-SKPD  
e) PPK-SKPD menerima dan mendistribusikan lembar 1 dan 2 ke sub 
bagian perbendaharaan bagian pengeluaran, PPK-SKPD mencatat 
penerbitan SPM-LS dalam buku register SPM-LS. Lembar 3 
diarsipkan.  
f) Apabila kelengkapan SPP-LS tidak sesuai dengan ketentuan maka 
dokumen-dokumen SPP-LS dikembalikan, dan diminta 
kelengkapannya. Penolakan SPP-LS dicatat dalam register 
penolakan penerbitan SPM-LS  
5) Prosedur Pencairan Dana  
a) Sub-bag perbendaharaan bagian pengeluaran meneliti kelengkapan 
dokumen SPM-LS, kemudian membubuhkan cap, tanggal, nomor 
diterimanya SPM-LS.  
b) Sub bagian perbendaharaan bagian pengeluaran membuat surat 
perintah pencairan dana rangkap 4, lembar 1 dan 2 beserta SPM-
LS lembar ke 1 diserahkan ke kuasa BUD lembar ke 3 diserahkan 
ke pihak ketiga, lembar 4 dan 5 diarsipkan. SPM-LS lembar 2 
diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk diarsipkan.  
c) Kuasa BUD menerima SPM-LS dan SP2D-LS rangkap 1, 
memerintahkan kepada Bank Jateng untuk menyetorkan sejumlah 
uang kepada pihak ketiga sesuai dengan SP2D-LS  
d) Kuasa BUD mendapat nota debit dari bank kemudian mencatatnya 
dalam buku penerimaan dan pengeluaran kas. SP2D-LS, nota 
debit, dan SPM-LS kemudian diserahkan ke sub bagian 
pembukuan bagian keuangan  
6) Prosedur Pencatatan Pencairan Dana  
Sub bagian pembukuan mencatat nota debit yang masuk dalam jurnal 
pengeluaran kas. Semua dokumen yang diterima oleh sub bagian 
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2. Evaluasi Sistem Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar dengan Metode Pemilihan Langsung 
Berikut  adalah  evaluasi  sistem  pengadaan  alat tulis kantor (ATK) di  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar  
a. Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait dalam sistem pengadaan alat tulis kantor 
(ATK) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan 
Keppres nomor 80 tahun 2003 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006, 
yaitu meliputi bagian perlengkapan, PPK, PPTK, penyedia barang, panitia 
pengadaan barang/jasa, PPKSKPD, pengguna anggaran, bendahara 
pengeluaran, subbag perbendaharaan bagian keuangan, bendahara umum 
daerah, sub bagian pembukuan. Penggunaan Keppres nomor 80 tahun 
2003 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagai dasar penetapan 
sistem pengadaan di  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar menjadikan 
pemisahan fungsi yang tegas dalam sistem pengadaan alat tulis kantor 
(ATK). Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan pemisahan 
fungsi secara tegas antara bagian penerimaan, pelaksanaan dan pencatatan. 
Dengan adanya pemisahan fungsi yang tegas, membawa dampak bagi 
setiap pelaku sistem untuk tidak melakukan penyelewengan/tindakan 
menyimpang dari sistem pengadaan sistem pengadaan alat tulis kantor 
(ATK) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
b. Dokumen yang Digunakan 
Dokumen yang digunakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
didalam melaksanakan sistem pengadaan alat tulis kantor yaitu meliputi 
dokumen prakualifikasi, dokumen penawaran, SPPLS, SPMLS, SP2DLS, 
STS, pengesahan surat pertanggungjawaban. Dokumendokumen yang 
digunakan dalam sistem pengadaan barang/jasa  sudah  diotorisasi oleh  
pejabat yang berwenang. Pejabat pembuat komitmen menjadi otorisator 
dalam penetapan pemenang penyedia barang, kuasa pengguna anggaran 
dalam memverifikasi pembuatan SPM. Penggunaan nomor urut tercetak 
juga sudah dilakukan dalam pembuatan dokumen dalam sistem pengadaan 
barang/ jasa di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar, pengarsipan sudah 
dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Otorisasi oleh 
pihak yang berwenang dan pembuatan dokumen dengan nomor urut 
tercetak memberikan dampak bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
untuk  terhindar dari penggelapan atau pemalsuan dokumendokumen, 
serta dengan adanya pengarsipan dapat memudahkan pelaku sistem untuk 
pencarian data dimasa yang akan datang. Dalam sistem pengendalian 
intern yang baik mensyaratkan setiap dokumen bernomor urut  tercetak,  
diotorisasi  oleh  pihak yang  berwenang  (Mulyadi, 2001:164) 
Otorisasi yang dilakukan, pemberian nomor urut tercetak, dan 
pengarsipan dokumen dalam hal ini tidak terlepas dari pembuatan salinan 
dokumen. Pembuatan salinan dokumen dalam sistem yang dilakukan 
terdapat kekurangan. Penerbitan SPM dengan disertai salinannya terlalu 
sedikit. Penerbitan salinan dokumen dalam jumlah yang tidak memenuhi, 
membawa dampak bagi pelaku sistem, dalam hal ini pengguna anggaran, 
tidak dapat mengarsipkan SPM yang sudah diverifikasi. Pelaku sistem 
juga tidak mempunyai bukti yang bisa disimpan, sehingga ketika ada 
pemeriksaan tidak bisa menunjukkan bukti dokumen yang bersangkutan 
Pembuatan RKS dan HPS dilakukan setelah prakualifikasi. HPS 
digunakan sebagai acuan proses negosiasi harga dalam sistem pengadaan 
barang/jasa. HPS juga digunakan sebagai tolok ukur adanya indikasi 
KKN. Apabila pembuatan HPS dilakukan setelah prakualifikasi, maka ada 
kemungkinan  untuk terjadinya penyelewengan. 
c. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Kabupaten Karanganyar dalam melakukan sistem pengadaan alat tulis 
kantor (ATK) dengan metode pemilihan langsung  yaitu buku jurnal 
pengeluaran kas, register SPPLS, register penerbitan SPMLS, Register 
SP2D. Catatan akuntansi sudah sesuai dengan Keppres nomor 8 tahun 
2003 dan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2007. 
d. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem dalam Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Kabupaten Karanganyar meliputi prosedur pengadaan barang/jasa, 
prosedur penerimaan barang, prosedur permintaan pembayaran, prosedur 
pencairan dana, prosedur pencatatan pencairan dana. Jaringan prosedur 
yang membentuk sistem pengadaan alat tulis kantor di Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Keppres nomor 
80 tahun 2003 dan Peraturan Bupati no 7 tahun 2007.  Kesesuaian  antara  
pelaksanaan  dengan  dasar  undangundang yang  dipakai  membawa  
dampak  bagi  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar dalam  pelaksanaan  
sistem  pengadaan  alat tulis kantor setiap pelaku sistem dapat 
terkoordinasi dengan baik, prosedurprosedur yang ada dapat dijalankan 
dengan baik pula, sehingga bisa meminimalkan terjadinya penyelewengan 




Setelah dilakukan penelitian terhadap sistem pengadaan alat tulis kantor di 
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Kabupaten Karanganyar, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan. 
Adapun kelebihan dan kelemahan dalam sistem pengadaan alat tulis kantor dengan 
metode pemilihan langsung adalah sebagai berikut : 
A. Kelebihan 
1. Fungsi yang terkait 
Penggunaan Keppres nomor 80 tahun 2003 dan Peraturan Bupati nomor  7  
tahun  2007  sebagai dasar  penetapan  sistem  pengadaan  di Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Kabupaten Karanganyar menjadikan pemisahan fungsi yang tegas dalam  
sistem  pengadaan  alat tulis kantor.  Sistem  pengendalian  intern yang baik 
mensyaratkan pemisahan fungsi secara tegas antara bagian penerimaan, 
pelaksanaan dan pencatatan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi  
penyelewengan  terhadap  penerimaan  kas  untuk  keperluan pribadi 
karyawan. Dengan adanya pemisahan fungsi yang tegas, membawa dampak 
bagi setiap pelaku sistem untuk tidak melakukan penyelewengan/tindakan 
menyimpang dari sistem pengadaan computer/PC di DP2KAD kab. 
Karanganyar 
2. Dokumen pendukung 
Dokumendokumen yang digunakan dalam sistem pengadaan barang/jasa  
sudah  diotorisasi oleh  pejabat yang berwenang. Pejabat pembuat komitmen 
menjadi otorisator dalam penetapan pemenang penyedia barang, kuasa 
pengguna anggaran dalam memverifikasi pembuatan SPM. Penggunaan 
nomor urut tercetak juga sudah dilakukan dalam pembuatan dokumen dalam 
sistem pengadaan barang/ jasa di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar, pengarsipan 
sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. Otorisasi oleh pihak 
yang berwenang dan pembuatan dokumen dengan nomor urut tercetak 
memberikan dampak bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar untuk  terhindar 
dari penggelapan atau pemalsuan dokumen dokumen, serta dengan adanya 
pengarsipan dapat memudahkan pelaku sistem untuk pencarian data dimasa 
yang akan datang. Dalam sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan 
setiap dokumen bernomor urut tercetak, diotorisasi oleh pihak yang 
berwenang. 
3. Catatan akuntansi yang digunakan 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pengadaan ala tulis 
kantor di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Keppres 
80 tahun 2003 dan Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2007, yaitu buku jurnal 
pengeluaran kas, register SPPLS, register penerbitan, SPMLS, Register SP2D  
4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengadaan alat tulis kantor (ATK) 
di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Keppres nomor 80 
tahun 2003 dan Peraturan Bupati no 7 tahun 2007. Kesesuaian antara 
pelaksanaan dengan dasar undangundang yang dipakai membawa dampak 
bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan sistem pengadaan alat 
tulis kantor (ATK) setiap  pelaku  sistem dapat  terkoordinasi dengan  baik, 
prosedurprosedur  yang  ada  dapat  dijalankan  dengan  baik  pula, sehingga 
bisa meminimalkan terjadinya penyelewengan dalam sistem tersebut. 
 
B. Kekurangan 
Meskipun pada dasarnya sudah sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 
2003 dan permendagri 13 tahun 2006, namun masih ada beberapa kelemahan 
yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan sistem 
pengadaan alat tulis kantor. 
1. Fungsi yang terkait 
Panitia pengadaan adalah orang yang memiliki sertifikat pengadaan 
untuk dapat menjadi panitia dalam pengadaan barang/jasa. Panitia pengadaan 
yang berasal dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar sendiri jumlahnya 
sangat sedikit. 
Panitia pengadaan mengambil panitia dari SKPD lain untuk ikut dalam 
pengadaan alat tulis kantor (ATK) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. 
Ini disebabkan karena pejabat dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
yang memiliki sertifikat pengadaan sangat sedikit, sehingga panitia harus 
mengambil dari SKPD lain untuk menjalankan sistem pengadaan. Dengan 
adanya pengambilan panita dari luar Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar 
membutuhkan penyesuaian paham antar panitia dengan panitia dari luar. 
Disamping itu membuka kesempatan untuk terjadi kerjasama saling 
menguntungkan antar panitia. 
2. Dokumen yang digunakan 
Kelemahan yang lain yaitu pembuatan surat perintah membayar 
(SPMLS) terlalu sedikit jumlahnya. SPMLS yang diterbitkan oleh PPKSKPD 
hanya rangkap 2, yaitu untuk arsip PPKSKPD, subbag perbendaharaan bagian 
pengeluaran, dan bendahara pengeluaran. KPA sebagai verifikator SPMLS 
tidak dapat mengarsipkan SPMLS karena penerbitan SPMLS terlalu sedikit. 
Selain itu, pembuatan RKS dan HPS dilakukan setelah prakualifikasi. HPS 
digunakan sebagai acuan proses negosiasi harga dalam sistem pengadaan 
barang/jasa.  HPS juga digunakan sebagai tolok ukur adanya indikasi KKN. 
Apabila pembuatan HPS dilakukan setelah prakualifikasi, maka ada 





Berdasarkan uraian pada bab sebelumya mengenai sistem pengadaan alat 
tulis kantor (ATK) di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar, penulis mengambil 
simpulan bahwa sistem pengadaan barang/jasa di Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten 
Karanganyar sudah dijalankan sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 
tentang pedoman pengadaan barang dan jasa dan Peraturan bupati nomor 7 tahun 
2007. Berikut adalah uraiannya: 
1. Fungsi yang terkait mulai dari bagian perlengkapan sampai sub bagian 
pembukuan bagian keuangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar sudah  
berjalan  sesuai  dengan  Keppres  nomor  80 tahun 2003 dan Peraturan Bupati 
no 7 tahun 2007. Akan tetapi panitia  yang  memiliki  sertifikat  tentang  
pengadaan  barang/jasa masih sedikit, sehingga harus mengambil dari luar 
SKPD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi yang terkait dalam 
pengadaan ATK di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar belum efektif karena 
masih ada beberapa panitia yang tidak memiliki sertifikat pengadaan 
barang/jasa sehingga masih harus mengambil dari luar SKPD. 
2. Dokumendokumen  yang  digunakan  selama  proses  pengadaan sudah sesuai 
dengan sistem pengadaan yang berlaku di Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Karanganyar. 
Akan tetapi dokumendokumen yang diterbitkan oleh masing masing fungsi 
yang terkait masih mengalami kekurangan. Terbukti kuasa pengguna 
anggaran tidak bisa mengarsipkan dokumen SPM LS dari PPTK. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dokumen-dokumen yang digunakan selama proses 
pengadaan belum efektif namun sudah efisien meskipun tidak adanya arsip 
SPM-LS dari PPTK di KPA. 
3. Prosedurprosedur yang terkait yaitu prosedur pengadaan, prosedur 
penerimaan barang, prosedur permintaan pembayaran, prosedur pencairan 
dana, dan prosedur pencatatan pencairan dana beserta dengan catatan 
akuntansinya sudah sesuai dengan Keppres nomor 80 tahun 2003 dan 
Permendagri nomor 13 tahun 2006. Hal ini bisa dikatakan bahwa prosedur-
prosedur yang digunakan sudah efektif dan efisien, dikarenakan sudah sesuai 




Berdasarkan temuantemuan yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya mengenai sistem pengadaan alat tulis kantor (ATK) di Dinas 
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
Kabupaten Karanganyar maka penulis memberikan saran demi terselenggaranya 
pemerintahan yang bersih, yang pelaksanaan kerjanya sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Adapun saran yang diberikan adalah 
1. Memberikan  pelatihan  dan  sertifikasi  kepada  pejabat  Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten 
Karanganyar sehingga pada waktu penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 
tidak perlu memanggil dari luar SKPD. 
2. Salinan penerbitan dokumen SPPLS oleh kuasa pengguna anggaran perlu 
ditambahi, sehingga fungsifungsi lain yang membutuhkan SPMLS bisa 
menggunakan atau menjadikan SPM LS sebagai bukti permintaan 
pembayaran untuk diarsipkan oleh fungsi yang membutuhkan tersebut. 
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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 80 TAHUN 2003 
TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
Menimb
ang 
: a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan 
efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan 
perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya 
bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat, dipandang 
perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 
Pemerintah; 
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan 




: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 
dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 





: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 





Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan 
barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan 
secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa; 
2. Pengguna barang/jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin 
proyek/pemimpin bagian proyek/pengguna anggaran Daerah/pejabat yang 
disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek 
tertentu; 
3. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa; 
4. Kepala kantor/satuan kerja adalah pejabat struktural departemen/ 
lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN; 
5. Pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek adalah pejabat yang 
diangkat oleh Menteri/Pemimpin 
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/pejabat yang diberi kuasa, yang 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai 
dari anggaran belanja pembangunan APBN; 
6. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat di lingkungan pemerintah 
propinsi/ kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana anggaran belanja APBD; 
7. Pejabat yang disamakan adalah pejabat yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian 
Republik Indonesia (Polri)/pemerintah daerah/Bank Indonesia (BI)/Badan 
Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD; 
8. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna barang/jasa 
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; 
9. Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna 
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan 
nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 
10. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan 
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan; 
11. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi 
bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang 
spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa; 
12. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi 
atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya 
ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi 
oleh pengguna barang/jasa; 
13. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam 
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa 
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka 
mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang 
disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang 
ditetapkan pengguna jasa; 
14. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain 
jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang; 
15. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda 
bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang 
pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang 
untuk diangkat sebagai pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat 
pengadaan; 
16. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh 
panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan 
penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman 
evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan; 
17. Kontrak adalah perikatan antara pengguna barang/jasa dengan 
penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 
18. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 
yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 
19. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank 
umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia 
barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya 
persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa; 
20. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam 
negeri maupun dengan luar negeri yang masing- masing pihak mempunyai 
hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan 
bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis; 
21. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh 
pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia 
barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, 
korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 
22. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi 
tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan 
didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah). 
  Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 
Pasal 2 
  (1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk 
mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau 
seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD. 
  (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya 
dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan 
bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. 
  Bagian Ketiga 
Prinsip Dasar 
Pasal 3 
Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : 
a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 
menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 
ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 
b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan 
yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; 
c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi 
penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 
persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan 
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur 
yang jelas dan transparan; 
d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 
barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara 
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya 
terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi 
masyarakat luas pada umumnya; 
e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 
semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; 
f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun 
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang 




Kebijakan umum pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah : 
a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan 
perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja 
dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan 
daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan 
internasional; 
b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan 
kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; 
c. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses 
pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; 
d. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab 
pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia 
barang/jasa; 
e. meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan; 
f. menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; 
g. mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan 
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
h. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan 
barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada 




Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait 
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai 
berikut : 
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk 
mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan 
barang/jasa; 
b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta 
menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang 
seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 
pengadaan barang/jasa; 
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk 
mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; 
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; 
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para 
pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses 
pengadaan barang/jasa (conflict of interest); 
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 
keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; 
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi 
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 
secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 
memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun 
yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan 
barang/jasa. 
Bagian Keenam 
Pelaksanaan Atas Pengadaan 
Pasal 6 
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan : 
a.dengan menggunakan penyedia barang/jasa; 
b.dengan cara swakelola. 
  Bagian Ketujuh 
Ruang Lingkup 
Pasal 7 
  (1) Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk : 
a. pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau 
seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; 
b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari 
pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak 
bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa 
dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan; 
c. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, 
BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya 
dibebankan pada APBN/APBD. 
  (2) Pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana 
APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pemimpin 
Lembaga/Panglima TNI/Kapolri/Dewan Gubernur BI/Pemimpin 
BHMN/Direksi BUMN harus tetap berpedoman serta tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini. 
  (3) Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan 
barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap 
berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam 
Keputusan Presiden ini. 
  BAB II 





Daerah/BI/BHMN/BUMN/BUMD wajib menyediakan biaya administrasi 
proyek untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang 
dibiayai dari APBN/APBD, yaitu : 
a. honorarium pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, 
bendaharawan, dan staf proyek; 
b. pengumuman pengadaan barang/jasa; 
c. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen 
prakualifikasi; 
d. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 
Bagian Kedua 
Tugas Pokok dan Persyaratan Para Pihak 
Paragraf Pertama 
Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa 
Pasal 9 
  (1) Pengguna barang/jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. memiliki integritas moral; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta 
manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan 
kepadanya; 
d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; 
e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak 
tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak 
pernah terlibat KKN. 
  (2) Berdasarkan usulan pimpinan unit kerja yang bersangkutan dengan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna 
barang/jasa diangkat dengan surat keputusan Menteri/Panglima 
TNI/Kapolri/Pemimpin Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan 
Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD atau pejabat 
yang diberi kuasa. 
  (3) Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa 
adalah: 
a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; 
b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa; 
c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai 
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan 
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta 
kelompok masyarakat; 
d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), 
jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun 
panitia pengadaan; 
e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat 
pengadaan sesuai kewenangannya; 
f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia 
barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; 
g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak 
penyedia barang/jasa; 
h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa 
kepada pimpinan instansinya; 
i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; 
j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya 
kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin 
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin 
BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan; 
k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa dimulai. 
  (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan 
penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup 
tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas 
anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari 
APBN/APBD. 
  (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, 
keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang 
dilaksanakannya. 
Paragraf Kedua 
Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok, dan Keanggotaan 
Panitia/Pejabat Pengadaan 
Pasal 10 
  (1) Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan 
nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
  (2) Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh panitia atau pejabat pengadaan. 
  (3) Anggota panitia pengadaan berasal dari pegawai negeri, baik dari 
instansi sendiri maupun instansi teknis lainnya. 
  (4) Panitia/pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) di atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan tugas; 
b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; 
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas 
panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan; 
d. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan 
berdasarkan Keputusan Presiden ini; 
e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang 
mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabat pengadaan; 
f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. 
  (6) Panitia berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi 
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang 
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi 
yang bersangkutan. 
  (7) Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tata cara 
pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan 
bidang lain yang diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun 
dari luar instansi yang bersangkutan. 
  (8) Dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan: 
a. pengguna barang/jasa dan bendaharawan; 
b. pegawai pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP)/Inspektorat Jenderal Departemen/Inspektorat Utama Lembaga 
Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah 
Propinsi/Kabupaten/Kota, Pengawasan Internal 
BI/BHMN/BUMN/BUMD kecuali menjadi panitia/pejabat pengadaan 
untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya. 
Paragraf Ketiga 
Persyaratan Penyedia Barang/Jasa 
Pasal 11 
  (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan 
adalah sebagai berikut : 
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk 
menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; 
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial 
untuk menyediakan barang/jasa; 
c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan 
atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 
d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak; 
e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun 
terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima 
penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 
tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29; 
f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memper-oleh 
pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah 
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia 
barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 
g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain 
yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; 
h. tidak masuk dalam daftar hitam; 
i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; 
j. khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan 
persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f. 
  (2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa 
konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti 
penyelesaian kewajiban pajak; 
b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang 
telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian 
negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah 
disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang 
pendidikan tinggi; 
c. mempunyai pengalaman di bidangnya. 
  (3) Pegawai negeri, pegawai BI, pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang 
menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil 
cuti di luar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD. 
  (4) Penyedia barang/jasa yang keikutsertaannya menimbulkan 
pertentangan kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa. 
  (5) Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses 
prakualifikasi atau pascakualifikasi oleh panitia/pejabat pengadaan. 
  Bagian Ketiga 
Jadual Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Pasal 12 
Pengguna barang/jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk 
penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, 
kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen 
penawaran. 
Bagian Keempat 
Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri 
Pasal 13 
  (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) 
yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat 
dipertangungjawabkan. 
  (2) 
(3) 
HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh 
pengguna barang/jasa. 
HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran 
termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai 
jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi 
tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. 
  (4) 
(5) 
Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. 
HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai 
jaminan. 
  Bagian Kelima 
Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 
Paragraf Pertama 
Prinsip-Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 
Pasal 14 
  (1) Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan 
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia 
barang/jasa sebelum memasukkan penawaran. 
  (2) Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan 
usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia 
barang/jasa setelah memasukkan penawaran. 
  (3) Panitia/pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi untuk 
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
secara adil, transparan, dan mendorong terjadinya persaingan yang 
sehat dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya penyedia 
barang/jasa. 
  (4) Prakualifikasi wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi 
dan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang 
menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pekerjaan 
kompleks, pelelangan terbatas dan pemilihan langsung. 
  (5) Panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk 
pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
yang bersifat kompleks. 
  (6) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat 
pengadaan dilarang menambah persyaratan 
prakualifikasi/pascakualifikasi di luar yang telah ditetapkan dalam 
ketentuan Keputusan Presiden ini atau ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; 
  (7) Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus 
merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 
kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas. 
  (8) Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi 
dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan 
cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa. 
  (9) Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas 
meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir 
isian kualifikasi adalah benar, dan apabila diketemukan 
penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, terhadap yang 
bersangkutan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, 
dimasukkan dalam daftar hitam sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, 
dan tidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, 
serta diancam dituntut secara perdata dan pidana. 
  (1
0) 
Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi panitia/pejabat 
pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi 
keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar 
propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa. 
  (1 Departemen/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Pemerintah/Daerah/BI/
1) BHMN/BUMN/BUMD dilarang melakukan prakualifikasi massal 
yang berlaku untuk pengadaan dalam kurun waktu tertentu. 
  (1
2) 
Pada setiap tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa, pengguna 
barang/jasa/panitia/pejabat pengadaan dilarang membebani atau 
memungut biaya apapun kepada penyedia barang/jasa, kecuali biaya 
penggandaan dokumen pengadaan. 
  Paragraf Kedua 
Proses Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 
Pasal 15 
  (1) Proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman 
prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan 
dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan 
calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman 
hasil prakualifikasi. 
  (2) Proses pascakualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen 
kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap 
peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan 
pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya. 
  Bagian Keenam 
Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan 
Pasal 16 
  (1) Untuk menentukan sistem pengadaan yang meliputi metoda pemilihan 
penyedia barang/jasa, metoda penyampaian dokumen penawaran, 
metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak, perlu 
mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi 
lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang 
ada. 
  (2) Dalam menyusun rencana dan penentuan paket pengadaan, pengguna 
barang/jasa bersama dengan panitia, wajib memaksimalkan 
penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi 
usaha kecil, koperasi kecil, dan masyarakat. 
  (3) Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa: 
a. wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket pengadaan untuk 
usaha kecil termasuk koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip 
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas, dan kemampuan 
teknis usaha kecil; 
b. dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang 
tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat 
efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing; 
c. dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat 
pekerjaan dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil 
termasuk koperasi kecil; 
d. dilarang menetapkan kriteria dan persyaratan pengadaan yang 
diskriminatif dan tidak obyektif. 
  Bagian Ketujuh 
Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 
Paragraf Pertama 
Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 
Pasal 17 
  (1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, 
pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum. 
  (2) Pelelangan umum adalah metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang 
dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui 
media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum 
sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi 
kualifikasi dapat mengikutinya. 
  (3) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan 
diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka 
pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda 
pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa 
dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia 
barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan 
kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi. 
  (4) Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai 
tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia 
barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu 
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan 
membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-
kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah 
lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun 
biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman 
resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui 
internet. 
  (5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia 
barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung 
terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan 
negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang 
wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 
  Paragraf Kedua 
Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran Pada Pemilihan Penyedia 
Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 
Pasal 18 
  (1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen 
penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan 
metoda penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan 
dalam dokumen lelang yang meliputi : 
a.metoda satu sampul; 
b.metoda dua sampul; 
c.metoda dua tahap. 
  (2) Metoda satu sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang 
terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang 
dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada panitia/pejabat 
pengadaan. 
  (3) Metoda dua sampul yaitu penyampaian dokumen penawaran yang 
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup 
I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, 
selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) 
sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada panitia/pejabat 
pengadaan. 
  (4) Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen penawaran yang 
persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup 
I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, 
yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah 
dan dalam waktu yang berbeda. 
  Paragraf Ketiga 
Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
Pemborongan/Jasa Lainnya 
Pasal 19 
  (1) Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran 
berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metoda 
evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen 
lelang, yang meliputi : 
a.sistem gugur; 
b.sistem nilai; 
c.sistem penilaian biaya selama umur ekonomis. 
  (2) Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara 
memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap 
pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen 
pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai 
dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan 
kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus 
penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur. 
  (3) Sistem nilai adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara 
memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai 
berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen 
pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah 
nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. 
  (4) Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis adalah evaluasi 
penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur 
teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang 
ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam 
dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, kemudian nilai unsur-unsur 
tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan 
dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta 
dengan penawaran peserta lainnya. 
  (5) Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan 
penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan 
mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan 
apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding. 
  Paragraf Keempat 
Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa Lainnya 
Pasal 20 
  (1) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dengan metoda pelelangan umum meliputi: 
a.dengan prakualifikasi: 
1) pengumuman prakualifikasi; 
2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 
3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 
4) evaluasi dokumen prakualifikasi; 
5) penetapan hasil prakualifikasi; 
6) pengumuman hasil prakualifikasi; 
7) masa sanggah prakualifikasi; 
8) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 
9) pengambilan dokumen lelang umum; 
10) penjelasan; 
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya; 
12) pemasukan penawaran; 
13) pembukaan penawaran; 
14) evaluasi penawaran; 
15) penetapan pemenang; 
16) pengumuman pemenang; 
17) masa sanggah; 
18) penunjukan pemenang; 
19) penandatanganan kontrak; 
b. dengan pasca kualifikasi: 
1) pengumuman pelelangan umum; 
2) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan; 
3) pengambilan dokumen lelang umum; 
4) penjelasan; 
5) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya; 
6) pemasukan penawaran; 
7) pembukaan penawaran; 
8) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi; 
9) penetapan pemenang; 
10) pengumuman pemenang; 
11) masa sanggah; 
12) penunjukan pemenang; 
13) penandatanganan kontrak. 
  (2) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dengan metoda pelelangan terbatas meliputi : 
a.pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih; 
b.pengumuman pelelangan terbatas; 
c.pengambilan dokumen prakualifikasi; 
d.pemasukan dokumen prakualifikasi; 
e.evaluasi dokumen prakualifikasi; 
f.penetapan hasil prakualifikasi; 
g.pemberitahuan hasil prakualifikasi; 
h.masa sanggah prakualifikasi; 
i.undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi; 
j.penjelasan; 
k.penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan 
perubahannya; 
l.pemasukan penawaran; 







  (3) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dengan metoda pemilihan langsung meliputi : 
a.pengumuman pemilihan langsung; 
b.pengambilan dokumen prakualifikasi; 
c.pemasukan dokumen prakualifikasi 
d.evaluasi dokumen prakualifikasi; 
e.penetapan hasil prakualifikasi; 
f.pemberitahuan hasil prakualifikasi; 
g.masa sanggah prakualifikasi; 
h.undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung; 
i.penjelasan; 




m. evaluasi penawaran; 
n.penetapan pemenang; 




  (4) Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
dengan metoda penunjukan langsung meliputi: 
a. undangan kepada peserta terpilih; 
b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan 
langsung; 
c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, 
penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan; 
d. pemasukan penawaran; 
e. evaluasi penawaran; 
f. negosiasi baik teknis maupun biaya; 
g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa; 
h. penandatanganan kontrak. 
  Bagian Kedelapan 
Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi 
Paragraf Pertama 
Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konsultansi 
Pasal 21 
  (1) Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan 
menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan. 
  (2) Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) 
dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultansi meliputi KAK, 
syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan 
penyedia jasa konsultansi, metoda penyampaian dokumen penawaran, 
metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan. 
  Paragraf Kedua 
Metoda Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
Pasal 22 
  (1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan 
melalui seleksi umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan penyedia 
jasa konsultansi dapat dilakukan melalui seleksi terbatas, seleksi 
langsung atau penunjukan langsung. 
  (2) Seleksi umum adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi 
yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi 
secara terbuka yaitu diumumkan secara luas melalui media massa dan 
papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga 
masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultansi yang 
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 
  (3) Seleksi terbatas adalah metoda pemilihan penyedia jasa konsultansi 
untuk pekerjaan yang kompleks dan diyakini jumlah penyedia jasa 
yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut jumlahnya terbatas. 
  (4) Dalam hal metoda seleksi umum atau seleksi terbatas dinilai tidak 
efisien dari segi biaya seleksi, maka pemilihan penyedia jasa 
konsultansi dapat dilakukan dengan seleksi langsung yaitu metoda 
pemilihan penyedia jasa konsultansi yang daftar pendek pesertanya 
ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia jasa 
konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang-
kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau 
media elektronik (internet). 
  (5) Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa 
konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa 
konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik 
dari segi teknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar 
dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. 
  Paragraf Ketiga 
Metoda Penyampaian Dokumen Penawaran 
Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
Pasal 23 
  (1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) 
dari 3 (tiga) metoda penyampaian dokumen penawaran berdasarkan 
jenis jasa konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan 
dalam dokumen seleksi. 
  (2) Metoda penyampaian dokumen penawaran jasa konsultansi meliputi : 
a. metoda satu sampul; 
b. metoda dua sampul; 
c. metoda dua tahap. 
  Paragraf Keempat 
Metoda Evaluasi Penawaran 
Untuk Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
Pasal 24 
  (1) Dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dipilih salah 1 (satu) 
dari 5 (lima) metoda evaluasi penawaran berdasarkan jenis jasa 
konsultansi yang akan diadakan dan harus dicantumkan dalam 
dokumen seleksi, yaitu: 
a.metoda evaluasi kualitas; 
b.metoda evaluasi kualitas dan biaya; 
c.metoda evaluasi pagu anggaran; 
d.metoda evaluasi biaya terendah; 
e.metoda evaluasi penunjukan langsung. 
  (2) Metoda evaluasi kualitas adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi 
berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan 
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. 
  (3) Metoda evaluasi kualitas dan biaya adalah evaluasi pengadaan jasa 
konsultansi berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan 
biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis 
serta biaya. 
  (4) Metoda evaluasi pagu anggaran adalah evaluasi pengadaan jasa 
konsultansi berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta 
yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan 
pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis 
serta biaya. 
  (5) Metoda evaluasi biaya terendah adalah evaluasi pengadaan jasa 
konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari 
konsultan yang nilai penawaran teknisnya di atas ambang batas 
persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan 
klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. 
  (6) Metoda evaluasi penunjukan langsung adalah evaluasi terhadap hanya 
satu penawaran jasa konsultansi berdasarkan kualitas teknis yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan biaya yang wajar setelah dilakukan 
klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 
  Paragraf Kelima 
Prosedur Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi 
Pasal 25 
  (1) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi 
umum meliputi: 
a.metoda evaluasi kualitas, metoda dua sampul : 
1) pengumuman prakualifikasi; 
2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 
3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 
4) evaluasi prakualifikasi; 
5) penetapan hasil prakualifikasi; 
6) pengumuman hasil prakualifikasi; 
7) masa sanggah prakualifikasi; 
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 
9) pengambilan dokumen seleksi umum; 
10) penjelasan; 
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahaannya; 
12) pemasukan penawaran; 
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 
14) evaluasi administrasi dan teknis; 
15) penetapan peringkat teknis; 
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang); 
17) masa sanggah; 
18) pembukaan penawaran harga (sampul II) peringkat teknis terbaik; 
19) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
20) penunjukan pemenang; 
21) penandatanganan kontrak; 
b.metoda evaluasi kualitas, metoda dua tahap : 
1) pengumuman prakualifikasi; 
2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 
3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 
4) evaluasi prakualifikasi; 
5) penetapan hasil prakualifikasi; 
6) pengumuman hasil prakualifikasi; 
7) masa sanggah prakualifikasi; 
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 
9) pengambilan dokumen seleksi umum; 
10) penjelasan; 
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahaannya; 
12) tahap I, pemasukan penawaran administrasi dan teknis; 
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis; 
14) evaluasi administrasi dan teknis; 
15) penetapan peringkat teknis; 
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis (pemenang); 
17) masa sanggah; 
18) tahap II, mengundang peringkat teknis terbaik (pemenang) untuk 
memasukkan penawaran biaya; 
19) pemasukan penawaran biaya; 
20) pembukaan penawaran biaya; 
21) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
22) penunjukan pemenang; 
23) penandatanganan kontrak; 
c.metoda evaluasi kualitas dan biaya, metoda dua sampul : 
1) pengumuman prakualifikasi; 
2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 
3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 
4) evaluasi prakualifikasi; 
5) penetapan hasil prakualifikasi; 
6) pengumuman hasil prakualifikasi; 
7) masa sanggah prakualifikasi; 
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 
9) pengambilan dokumen seleksi umum; 
10) penjelasan; 
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahaannya; 
12) pemasukan penawaran; 
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 
14) evaluasi administrasi dan teknis; 
15) penetapan peringkat teknis; 
16) pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis; 
17) undangan pembukaan penawaran kepada peserta yang lulus 
evaluasi teknis; 
18) pembukaan penawaran biaya (sampul II); 
19) evaluasi biaya; 
20) perhitungan kombinasi teknis dan biaya; 
21) penetapan pemenang; 
22) pengumuman pemenang; 
23) masa sanggah; 
24) klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya dengan pemenang; 
25) penunjukan pemenang; 
26) penandatanganan kontrak; 
d. metoda evaluasi pagu anggaran, metoda dua sampul : 
1) pengumuman prakualifikasi; 
2) pengambilan dokumen prakualifikasi; 
3) pemasukan dokumen prakualifikasi; 
4) evaluasi prakualifikasi; 
5) penetapan hasil prakualifikasi; 
6) pengumuman hasil prakualifikasi; 
7) masa sanggah prakualifikasi; 
8) undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 
9) penjelasan; 
10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahaannya; 
11) pemasukan penawaran; 
12) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 
13) evaluasi administrasi dan teknis; terhadap yang penawaran 
biayanya sama atau di bawah pagu anggaran; 
14) penetapan peringkat teknis; 
15) pengumuman/pemberitahuan peringkat teknis; 
16) masa sanggah; 
17) undangan pembukaan penawaran biaya kepada peserta yang lulus 
evaluasi teknis; 
18) pembukaan penawaran biaya (sampul II), koreksi aritmatik, dan 
penetapan pemenang; 
19) klarifikasi dan konfirmasi negosiasi teknis dan biaya dengan 
pemenang (peringkat teknis terbaik yang penawaran biayanya sama 
atau di bawah pagu anggaran); 
20) penunjukan pemenang (award); 
21) penandatanganan kontrak; 
e.metoda evaluasi biaya terendah, metoda dua sampul : 
1)pengumuman prakualifikasi; 
2)pengambilan dokumen prakualifikasi; 
3)pemasukan dokumen prakualifikasi; 
4)evaluasi prakualifikasi; 
5)penetapan hasil prakualifikasi; 
6)pengumuman hasil prakualifikasi; 
7)masa sanggah prakualifikasi; 
8)undangan kepada konsultan yang masuk daftar pendek; 
9)pengambilan dokumen seleksi umum; 
10) penjelasan; 
11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen seleksi dan 
perubahaannya; 
12) pemasukan penawaran; 
13) pembukaan penawaran administrasi dan teknis (sampul I); 
14) evaluasi administrasi dan teknis; 
15) pengumuman/pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan 
teknis; 
16) undangan pembukaan penawaran bagi yang lulus; 
17) pembukaan penawaran biaya (sampul II); 
18) evaluasi penawaran biaya; 
19) penetapan pemenang; 
20) pengumuman pemenang; 
21) masa sanggah; 
22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang; 
23) penunjukan pemenang; 
24) penandatanganan kontrak. 
  (2) Prosedur pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi 
terbatas dan seleksi langsung pada prinsipnya sama dengan prosedur 
pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda seleksi umum, 
hanya berbeda pada cara penyusunan daftar pendek. 
  (3) Tata cara pemilihan penyedia jasa konsultansi dengan metoda 
penunjukan langsung meliputi: 
a. undangan kepada konsultan terpilih dilampiri dokumen 
prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung; 
b. pemasukan dan evaluasi dokumen prakualifikasi serta penjelasan; 
c. pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu 
sampul; 
d. pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia; 
e. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; 
f. penetapan/penunjukan penyedia jasa konsultansi; 
g. penandatanganan kontrak. 
  Bagian Kesembilan 
Pejabat yang Berwenang Menetapkan 
Penyedia Barang/Jasa 
Pasal 26 
Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah : 
a. Pengguna barang/jasa untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) tanpa memerlukan 
persetujuan Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin 
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin 
BHMN/Direksi BUMN/BUMD, pejabat atasan pengguna barang/jasa 
yang bersangkutan. 
b. Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/Dewan 
Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN untuk pengadaan 
barang/jasa yang dibiayai dari dana APBN yang bernilai di atas 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 
c. Gubernur untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana APBD 
Propinsi yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar 
rupiah). 
d. Bupati/Walikota untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana 
APBD Kabupaten/Kota yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima 
puluh miliar rupiah). 
e. Direksi BUMD untuk pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana 
APBN/APBD yang bernilai di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah) dengan persetujuan Gubernur/Walikota/ Bupati. 
Bagian Kesepuluh 
Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengaduan Masyarakat, dan 
Pelelangan atau Seleksi Gagal 
Paragraf Pertama 
Sanggahan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan Pengaduan Masyarakat 
Pasal 27 
  (1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik 
secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat 
mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila 
ditemukan : 
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah 
ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; 
b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang 
sehat; 
c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau 
pejabat yang berwenang lainnya; 
d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia 
barang/jasa; 
e. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat 
pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya. 
  (2) Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 
5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima. 
  (3) Apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban pengguna 
barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka dapat 
mengajukan surat sanggahan banding. 
  (4) Surat sanggahan banding disampaikan kepada Menteri/Panglima 
TNI/Kepala Polri/Pemimpin 
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin 
BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat-lambatnya 5 (lima) hari 
kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut. 
  (5) Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ 
Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin 
BHMN/Direksi BUMN/ BUMD wajib memberikan jawaban selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding 
diterima. 
  (6) Proses pemilihan penyedia barang/jasa tetap dilanjutkan tanpa 
menunggu jawaban atas sanggahan banding. 
  (7) Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan 
penyedia barang/jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses 
pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak. 
  (8) Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang 
menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
  Paragraf Kedua 
Pelelangan/Seleksi Ulang 
Pasal 28 
  (1) Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat 
pengadaan, apabila: 
a. jumlah penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran kurang 
dari 3 (tiga) peserta; atau 
b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan 
teknis; atau 
c. harga penawaran terendah lebih tinggi dari pagu anggaran yang 
tersedia. 
  (2) Seleksi umum dan terbatas dinyatakan gagal oleh panitia/pejabat 
pengadaan, apabila : 
a. jumlah penyedia jasa konsultansi yang memasukkan penawaran 
kurang dari 3 (tiga) peserta; atau 
b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan 
teknis; atau 
c. negosiasi atas harga penawaran gagal karena tidak ada peserta yang 
menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi. 
  (3) Pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh pengguna barang/jasa atau 
pejabat berwenang lainnya apabila : 
a. sanggahan dari penyedia barang/jasa ternyata benar; 
b. pelaksanaan pelelangan/seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari 
dokumen pengadaan yang telah ditetapkan. 
  (4) Apabila pelelangan/seleksi dinyatakan gagal, maka panitia/pejabat 
pengadaan segera melakukan pelelangan/seleksi ulang. 
  (5) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang 
lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan permintaan 
penawaran dan negosiasi seperti pada proses pemilihan langsung. 
  (6) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang 
memasukkan penawaran hanya 2 (dua) maka dilakukan negosiasi 
seperti pada proses pemilihan langsung. 
  (7) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang 
lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan permintaan 
penawaran dan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. 
  (8) Apabila dalam pelelangan ulang, jumlah penyedia barang/jasa yang 
memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka dilakukan negosiasi 
seperti pada proses penunjukan langsung. 
  (9) Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa 
konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) maka dilakukan 




Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa 
konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) maka 
dilakukan negosiasi seperti pada proses seleksi langsung. 
  (1
1) 
Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa 
konsultansi yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) maka dilakukan 




Apabila dalam seleksi umum/terbatas ulang, jumlah penyedia jasa 
konsultansi yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) maka 
dilakukan negosiasi seperti pada proses penunjukan langsung. 
  (1
3) 
Pengguna barang/jasa dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta 
lelang/seleksi bila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi 
dinyatakan gagal. 
  Bagian Kesebelas 




  (1) Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut : 
a. para pihak yang menandatangani kontrak yang meliputi nama, 
jabatan, dan alamat; 
b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas 
mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan; 
c. hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; 
d. nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; 
e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci; 
f. tempat dan jangka waktu penyelesaian/penyerahan dengan disertai 
jadual waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syarat-syarat 
penyerahannya; 
g. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau 
ketentuan mengenai kelaikan; 
h. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak 
tidak memenuhi kewajibannya; 
i. ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; 
j. ketentuan mengenai keadaan memaksa; 
k. ketentuan mengenai kewajiban para pihak dalam hal terjadi 
kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan; 
l. ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; 
m. ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan 
lingkungan; 
n. ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. 
  (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kontrak 
pengadaan barang/jasa pemerintah adalah peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia. 
  (3) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa di dalam negeri tidak 
dapat dilakukan dalam bentuk valuta asing. 
  (4) 
(5) 
Perjanjian/kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat membebani 
dana rupiah murni; 
Perjanjian atau kontrak dalam bentuk valuta asing tidak dapat diubah 
dalam bentuk rupiah dan sebaliknya kontrak dalam bentuk rupiah tidak 
dapat diubah dalam bentuk valuta asing. 
  (6) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 
ini harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Anggaran. 
  Paragraf Kedua 
Jenis Kontrak 
Pasal 30 
  (1) Kontrak pengadaan barang/jasa dibedakan atas: 
a. berdasarkan bentuk imbalan: 
1) lump sum; 
2) harga satuan; 
3) gabungan lump sum dan harga satuan; 
4) terima jadi (turn key); 
5) persentase. 
b. berdasarkan jangka waktu pelaksanaan: 
1) tahun tunggal; 
2) tahun jamak. 
c. berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa: 
1) kontrak pengadaan tunggal; 
2) kontrak pengadaan bersama. 
  (2) Kontrak lump sum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan 
jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin 
terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung 
oleh penyedia barang/jasa. 
  (3) Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas 
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, 
berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap 
satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume 
pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan 
pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas 
volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa. 
  (4) Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang 
merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan 
yang diperjanjikan. 
  (5) Kontrak terima jadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa 
pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu dengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh 
bangunan/konstruksi, peralatan dan jaringan utama maupun 
penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria 
kinerja yang telah ditetapkan. 
  (6) Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultansi di 
bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana 
konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan 
persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik konstruksi/ pemborongan 
tersebut. 
  (7) Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang 
mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. 
  (8) Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang 
mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk 
pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang 
dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang 
dibiayai APBD Kabupaten/Kota. 
  (9) Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau 
satu proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan 
pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. 
  (1
0) 
Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja 
atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk 
menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan 
kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan 
pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. 
  Paragraf Ketiga 
Penandatanganan Kontrak 
Pasal 31 
  (1) Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat 
belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan 
penetapan penyedia barang/jasa dan setelah penyedia barang/jasa 
menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari 
nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa. 
  (2) 
(3) 
Untuk pekerjaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan 
pelaksanaan. 
Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan 
meterai secukupnya. 
  (4) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), 
bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan 
pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
  (5) Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa 
(KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1). 
  (6) Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin 
menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan 
pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya. 
  (7) Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai di atas 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ditandatangani oleh 
pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum 
kontrak yang profesional. 
  Paragraf Keempat 
Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak 
dalam Pelaksanaan Kontrak 
Pasal 32 
  (1) Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera 
melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia 
barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima 
lapangan. 
  (2) 
(3) 
Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna 
barang/jasa. 
Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh 
pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain. 
  (4) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian 
pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan 
cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia 
barang/jasa spesialis. 
  (5) Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. 
  Paragraf Kelima 
Pembayaran Uang Muka dan 
Prestasi Pekerjaan 
Pasal 33 
  (1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebagai 
berikut : 
a. Untuk usaha kecil setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari 
nilai kontrak; 
b. Untuk usaha selain usaha kecil setinggi-tingginya 20% (dua puluh 
persen) dari nilai kontrak. 
  (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat 
bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang 
muka dan kewajiban pajak. 
  Paragraf Keenam 
Perubahan Kontrak 
Pasal 34 
Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan pengguna barang/jasa 
dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadi perubahan lingkup 
pekerjaan, metoda kerja, atau waktu pelaksanaan, sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
Paragraf Ketujuh 
Penghentian dan Pemutusan Kontrak 
Pasal 35 
  (1) Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar 
kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan 
dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, 
pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut 
berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan 
huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, 
atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. 
  (2) Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji 
dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya 
sebagaimana diatur di dalam kontrak. 
  (3) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia 
barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak 
berupa : 
a. jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; 
b. sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; 
c. membayar denda dan ganti rugi kepada negara; 
d. pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. 
  (4) Pengguna barang/jasa dapat memutuskan kontrak secara sepihak 
apabila denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan 
penyedia barang/jasa sudah melampaui besarnya jaminan pelaksanaan. 
  (5) Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kesalahan pengguna 
barang/jasa, dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian 
yang menimpa penyedia barang/jasa sesuai yang ditetapkan dalam 
kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  (6) 
(7) 
Kontrak batal demi hukum apabila isi kontrak melanggar ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, 
kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun 
pelaksanaan kontrak. 
  Paragraf Kedelapan 
Serah Terima Pekerjaan 
Pasal 36 
  (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang 
tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan 
secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan 
pekerjaan. 
  (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan 
yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, 
dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau 
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan 
dalam kontrak. 
  (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh 
hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. 
  (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil 
pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga 
kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat 
memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan 
pemeliharaan. 
  (5) Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) 
bulan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tiga) bulan dan masa 
pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran. 
  (6) Setelah masa pemeliharaan berakhir, pengguna barang/jasa 
mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia barang/jasa. 
  Paragraf Kesembilan 
Sanksi 
Pasal 37 
  (1) Bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian 
penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan 
dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1
o
/oo (satu 
perseribu) per hari dari nilai kontrak. 
  (2) Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata 
kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa, maka pengguna 
barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung penyedia barang/jasa 
akibat keterlambatan dimaksud, yang besarannya ditetapkan dalam 
kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
  (3) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian 
pengguna barang/jasa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun 
kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang 
bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi. 
  Paragraf Kesepuluh 
Penyelesaian Perselisihan 
Pasal 38 
  (1) Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia 
barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di 
Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau 
melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 
dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 
  (2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah 
satu cara tersebut di atas adalah mengikat dan segala biaya yang 
timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para 
pihak sebagaimana diatur dalam kontrak. 
  BAB III 
SWAKELOLA 
Pasal 39 
  (1) 
(2) 
Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, 
dikerjakan, dan diawasi sendiri. 
Swakelola dapat dilaksanakan oleh : 
a. pengguna barang/jasa; 
b. instansi pemerintah lain; 
c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima 
hibah. 
  (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : 
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis 
sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan 
sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau 
b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan 
partisipasi masyarakat setempat; dan/atau 
c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau 
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 
d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan 
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia 
barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau 
e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau 
penyuluhan; dan/atau 
f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat 
khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat 
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau 
g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan 
kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan 
sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah 
pemerintah; 
h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa 
yang bersangkutan. 
  (4) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan di lapangan dan pelaporan. 
  BAB IV 
PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN 
PERAN SERTA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL 
Bagian Pertama 
Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai 
dengan Dana Dalam Negeri 
Pasal 40 
  (1) Instansi pemerintah wajib : 
a. memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam 
negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam 
pengadaan barang/jasa; 
b. memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional; 
c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha 
kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat. 
  (2) Kewajiban instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) 
dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari 
persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak. 
  (3) Dalam perjanjian wajib mencantumkan persyaratan penggunaan : 
a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku 
dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh 
instansi terkait yang berwenang; 
b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; 
c. tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam negeri. 
  Bagian Kedua 
Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai 
dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri 
Pasal 41 
  (1) Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional agar 
mengikutsertakan penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya. 
  (2) Pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor 
atau kredit lainnya harus dilakukan dengan persaingan sehat dengan 
persyaratan yang paling menguntungkan negara, dari segi harga dan 
teknis, dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri 
dan penyedia barang/jasa nasional. 
  (3) Pemilihan penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit 
ekspor atau kredit lainnya harus dilakukan di dalam negeri. 
  (4) Apabila pinjaman kredit ekspor atau hibah luar negeri disertai dengan 
syarat bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat 
dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap 
diupayakan semaksimal mungkin penggunaan barang/jasa hasil 
produksi dalam negeri dan mengikutsertakan penyedia barang/jasa 
nasional. 
  Bagian Ketiga 
Keikutsertaan Perusahaan Asing 
Pasal 42 
  (1) Perusahaan asing dapat ikut serta di dalam pengadaan barang/jasa 
dengan nilai : 
a.Untuk jasa pemborongan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah); 
b.Untuk barang/jasa lainnya di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 
miliar rupiah); 
c.Untuk jasa konsultansi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah). 
  (2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus melakukan kerjasama usaha dengan 
perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak, dan lain-
lain, apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di 
bidang yang bersangkutan. 
  (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pada pasal ini dapat dikecualikan 
untuk pengadaan material dan peralatan pertahanan di lingkungan 
Departemen Pertahanan/TNI yang ditetapkan oleh Menteri 
Pertahanan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan. 
  Bagian Keempat 
Preferensi Harga 
Pasal 43 
  (1) Dalam dokumen pengadaan diwajibkan memberikan preferensi harga 
untuk barang produksi dalam negeri, dan penyedia jasa pemborongan 
nasional. 
  (2) Untuk pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai dengan 
pinjaman luar negeri, besarnya preferensi harga untuk barang produksi 
dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga 
penawaran barang impor, tidak termasuk bea masuk. 
  (3) Besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa pemborongan 
yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh 
koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari 
kontraktor asing. 
  Bagian Kelima 
Penggunaan Produksi Dalam Negeri 
Pasal 44 
  (1) Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventarisasi 
barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan 
pada kriteria tertentu, menurut bidang, subbidang, jenis, dan kelompok 
barang/jasa. 
  (2) Pengaturan mengenai daftar inventarisasi dan penyebarluasan 
informasi barang/jasa produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi 
perindustrian dan perdagangan. 
  Bagian Keenam 
Peran Serta dan Pemaketan Pekerjaan 
Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil 
Paragraf Pertama 
Peran Serta Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil 
Pasal 45 
  (1) Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan, 
instansi pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan 
barang/jasa untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil. 
  (2) Departemen yang membidangi koperasi, pengusaha kecil, dan 
menengah mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil termasuk 
koperasi kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 
  (3) Pimpinan instansi yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan 
menengah bersama instansi terkait di Propinsi/Kabupaten/Kota 
menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha kecil termasuk 
koperasi kecil mengenai rencana pengadaan barang/jasa pemerintah di 
wilayahnya dan menyusun Direktori Peluang Bagi Usaha Kecil 
termasuk koperasi kecil untuk disebarluaskan kepada usaha kecil 
termasuk koperasi kecil. 
  Paragraf Kedua 
Pemaketan Pekerjaan Untuk Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil 
Pasal 46 
Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya 
sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan 
bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan 
yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha 
kecil termasuk koperasi kecil. 
BAB V 




  (1) Instansi pemerintah wajib mensosialisasikan dan memberikan 
bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, 
pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar 
Keputusan Presiden ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik 
dan benar. 
  (2) Instansi pemerintah bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban mengoptimalkan 
penggunaan produksi dalam negeri, perluasan kesempatan berusaha 
bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. 
  (3) Pengguna barang/jasa setiap triwulan wajib melaporkan realisasi 
pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya. 
  (4) Instansi pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka rencana 
pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran. 
  (5) Pemimpin instansi pemerintah wajib membebaskan segala bentuk 
pungutan biaya yang berkaitan dengan perijinan dalam rangka 
pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil termasuk 
koperasi kecil. 
  (6) Instansi pemerintah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk 
apapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali pungutan 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
  Bagian Kedua 
Pengawasan 
Pasal 48 
  (1) Pengguna barang/jasa segera setelah pengangkatannya, menyusun 
organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan 
pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus 
dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata 
laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada 
atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang 
bersangkutan. 
  (2) Pengguna barang/jasa wajib melakukan pencatatan dan pelaporan 
keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan 
maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan 
kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang 
bersangkutan. 
  (3) Pengguna barang/jasa wajib menyimpan dan memelihara seluruh 
dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara 
proses pelelangan/seleksi. 
  (4) Instansi pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna 
barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan di lingkungan instansi 
masing-masing, dan menugaskan kepada aparat pengawasan 
fungsional untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
  (5) Unit pengawasan intern pada instansi pemerintah melakukan 
pengawasan kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti 
pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau 
penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian 
melaporkan hasil pemeriksaannya kepada menteri/pimpinan instansi 
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
  (6) Pengguna barang/jasa wajib memberikan tanggapan/informasi 
mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas 
kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang 
mengajukan pengaduan atau yang memerlukan penjelasan. 
  Bagian Ketiga 
Tindak Lanjut Pengawasan 
Pasal 49 
  (1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan 
prosedur pengadaan barang/jasa, maka : 
a.dikenakan sanksi administrasi; 
b.dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; 
c.dilaporkan untuk diproses secara pidana. 
  (2) Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan 
sanksi adalah : 
a. berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang 
dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung 
guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan 
dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen 
pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 
b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk 
mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau 
meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; 
c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan 
lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan 
barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan; 
d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia 
pengadaan; 
e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak 
secara bertanggung jawab; 
  (3) Atas perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak 
mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam 
kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan. 
  (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaporkan 
oleh pengguna barang/jasa atau pejabat yang berwenang lainnya 
kepada : 
a. Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pemimpin Lembaga/ 
Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/ 
Direksi BUMN/BUMD; 
b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia 
barang/jasa yang bersangkutan. 
  (5) Kepada perusahaan non usaha kecil termasuk non koperasi kecil yang 
terbukti menyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahan yang 
diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan 
sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 
1995 tentang Usaha Kecil. 
  BAB VI 
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
Pasal 50 
  (1) Pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah 
dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan 
Pemerintah (LPKPP) yang pembentukannya ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden tersendiri. 
  (2) 
(3) 
LPKPP sudah terbentuk paling lambat pada tanggal 1 Januari 2005. 
Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP dikoordinasikan 
oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
  BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 51 
Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama 





  (1) Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi 
persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 paling lambat tanggal 
1 Januari 2006. 
  (2) Selama persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa 
pemerintah bagi pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 belum dipenuhi, maka 
sampai dengan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), berlaku tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan 
barang/jasa pemerintah. 
  (3) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidang jasa konstruksi 
diberlakukan ketentuan pemaketan sebagai berikut : 
a. Pengadaan dengan nilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
diperuntukkan bagi usaha menengah jasa pelaksanaan konstruksi, 
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang 
tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah; 
b. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil jasa perencanaan dan 
pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut 
kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil; 
  (4) Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 
2004 dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 
Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya. 




  (2) Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka : 
1. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 
1999 yang masih berlaku pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan; 
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 
beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya dinyatakan tidak 
berlaku. 
   Pasal 54 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Nopember 2003 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Nopember 2003 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
BAMBANG KESOWO 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 120 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum dan 
Perundang-undangan, 
Lambock V. Nahattands 
 
 
 
 
 
 
